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TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

KEPALA PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 360
Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana
Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021;

b. bahwa Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 disusun berpedoman
pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, Perubahan Renstra
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016-2021, hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang
dihadapi, dan usulan program Kkegiatan yang berasal dari
masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b
tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran
tentang Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi
UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999



10.

11.

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2091 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 590);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 86);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun
2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016,



Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
24);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun
2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor
31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);

34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Perdagangan dan Koperasi UMKM (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor Tahun 2018 Nomor 80);

35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2020 Nomor 62);

36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2020 Nomor 67);

37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60
Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten

Pangandaran ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM yang selanjutnya disebut Disdagkop UMKM
adalah Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran yang
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merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi perencanaan koperasi UMKM dan perdagangan di Kabupaten
Pangandaran.

. Kepala Disdagkop UMKM adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Disdagkop
UMKM.

. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016-2021, vang selanjutnya disebut Perubahan Renstra
Disdagkop UMKM adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Tahun 2021 yang selanjutnya
disebut Renja Disdagkop UMKM adalah dokumen perencanaan Dinas Perdagangan
dan Koperasi UMKM untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II
SISTEMATIKA RENJA
Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan sistematika
sebagai berikut :

I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program Dan Kegiatan

IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

V. Penutup

Lampiran



BAB III
ISI DAN URAIAN RENJA
Pasal 3

Isi beserta uraian Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Surat Keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Renja Disdagkop UMKM Tahun 2021 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA) Disdagkop UMKM Tahun 2021.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Disdagkop UMKM ini
sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Disdagkop
UMKM.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 17 November 2020

Utama Muda /IV.c
NIP. 19680728199303 1 008

Tembusan yth.:
1. Bupati Pangandaran
2. Wakil Bupati Pangandaran
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
4. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran



Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2021

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana
Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Pangandaran 2016-2021 yang disusun
sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan
perdagangan dan koperasi UMKM selama periode 2016-2021 yang menjadi
tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten

Pangandaran.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan
lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal
yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan
dan koperasi UMKM. Rencana Kerja (Renja) ini memuat tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama
kurun waktu satu tahun (tahun 2021). Demikian pula indikator pencapaian
kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian
akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM pada akhir tahun
anggaran 2020.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi

pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sektor perdagangan

dan koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 27 Agustus 2020

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
KOPERASI UMKM
KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. TEDI GARNIDA, MM
NIP. 19680728 199303 1 008

*‘3“‘; Dinas Pergadangan dan Koperasi UMKM [
Disdaglor Kabupaten Pangandaran
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Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2021

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan bagian integral dari sistem perencanaan yang
dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam melaksanakan
tugas dan fungsi dalam rangka pendukung pencapaian tujuan pemerintah.
Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan
penganggaran daerah yang disusun melalui metode secara teknokratik,
partisipatif, politik, top down dan bottom up sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memerlukan komitmen dan konsistensi dari
berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid, konprehensif dan terintegrasi
dari berbagai lini dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu
mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan
pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Sistem
perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:
politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas
(bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar
dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara
berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus

perencanaan yang utuh dan berkelanjutan yakni :

1) penyusunan rencana;
2) penetapan rencana;

3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan

‘4;’; Dinas Pergadangan dan Koperasi UMKM 1
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4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap
tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD),

yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan
akuntabel, diperlukan komitmen bersama untuk meraih Tujuan dan Sasaran
yang telah ditetapkan, berdasarkan serapan aspirasi masyarakat bawah melalui
mekanisme Musrenbang/des/Kel, Musrenbang Kecamatan. Hasil/Usulan
Musrenbang tersebut ditindaklanjuti oleh PD untuk dipadukan dan
diformulasikan dengan usulan PD yang akan dibahas dalam Forum Musrenbang
Kabupaten (Musrenbang RKPD).

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas dan
fungsinya dengan mengacu kepada perubahan RKPD (Rencana Kerja
Pemerintah Daerah). Kepala Perangkat Daerah juga bertanggungjawab untuk
melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat

Daerah periode sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan
Koperasi UMKM Tahun 2021 ini didasarkan pada peraturan perundangan

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

‘*f:: Dinas Pergadangan dan Koperasi UMKM 2
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5.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2091 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten
Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5363);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

Disd:
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13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPIJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 590);

Disda
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 87;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa
Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
74);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
15);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana

Disd:
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Pangandaran Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-
2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun
2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi
UMKM (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2018 Nomor
80);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021
(Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 62);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021
(Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 67);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021
(Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 80).

Disd:
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1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Perdagangan

dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran adalah:

Menyediakan dokumen rencana teknis Dinas Perdagangan dan Koperasi
UMKM dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan
pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah
kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai

lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan
penyampaian laporan kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur;

Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

Penyesuaian Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
Tahun 2020 merupakan langkah adaptasi program dan kegiatan
prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi

UMKM untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Perdagangan

dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran antara lain adalah

Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang

berorientasi pada pelayanan publik secara terukur;

Menjamin konsistensi perencanaan teknis Dinas Perdagangan dan
Koperasi UMKM dengan arahan strategis visi dan misi pasangan Bupati
dan Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPIJMD Kabupaten

Pangandaran;

Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang
terukur, baik dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan
Koperasi UMKM dan Perdagangan maupun sebagai bahan masukan
dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Tahun 2021 ini disusun

Disda
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dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
1.3.2 Tujuan
1.4 Sitematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V  PENUTUP

*‘;"; Dinas Pergadangan dan Koperasi UMKM 8
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BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Laporan hasil kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Tahun
2019 diambil dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM (Disdagkop UMKM)
yang merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Pangandaran.

Hasil kinerja program / kegiatan Rencana Kerja Tahun 2019 telah
memenuhi target. Walaupun ada beberapa program / kegiatan yang kurang
dari target, namun secara keseluruhan kinerja yang dicapai adalah baik. Berikut

ini disajikan Tabel evaluasi pelaksanaan Renja 2019:

*‘3“‘; Dinas Pergadangan dan Koperasi UMKM 9
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Tabel 2.1 T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu TEGErn Renstra Perangkat
Kinerja (2019) . ?'am Daerah s/d tahun
- - Hasil prog berjalan
- - - . Target Kinerja dan —
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja e T Program P TECER Realisasi
K Pemerintahan Daerah Program p 9 dan - - glat: Capaian .
ode q (Renstra Perangkat Target Realisasi (Renja Tingkat
2L (I LG R 2T Daerah) Tahun LGILETED Renja Renja Perangkat L] Capaian
RSGIamegloL () 2016-2021 Kegiatan Perangkat | Perangkat ng.jkat. Daerah d'an Realisasi
s/d Realisasi Kegiatan
Daerah Daerah tahun Target
dengan (%) s/d tahun
tahun tahun 2020) - Renstra
tahun 2019 2019 berjalan (%)
2018 (tahun
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) | 11=(10/4)
Urusan Urusan
Pemerintahan Wajib
bukan Pelayanan
Dasar
PERDAGANGAN
Program Pelayanan Cakupan layanan
e " Y A o
Administrasi administrasi 100 Vo 100 100 100 | 100,00 100 100 100,00
Perkantoran perkantoran
Penyediaan Jasa Surat )
Menyurat Jumlah surat yang dikelola | 4y ;,¢  Surat - 2.500 1.514 60,56 2.500 4.014 35,07
Penyediaan Jasa Jumlah rekening jasa
Komunikasi, Sumber sumber daya yang dibayar 9 Rekening _ 3 3 100.00 3 6 66.67
Daya Air dan Listrik tiap bulan ! !
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan yang Unit
Perizinan Kendaraan berizin 18 - 2 2 100,00 9 11 61,11
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Jumlah SDM Kebersihan oran
Kebersihan Kantor setiap bulan 9 9 - 1 1 100,00 1 2 22,22
Penyediaan Jasa Jumlah SDM Keamanan oran
Pengamanan Kantor setiap bulan 9 9 - 1 1 100,00 2 3 33,33
Penyediaan Alat Tulis Jenis dan Jumlah ATK yang Jenis
Kantor dibeli 110 - 70 70 100,00 50 110 100,00
Penyediaan Barang Jenis dan Jumlah Barang
Cetakan dan yang di cetak dan 7 Jenis _ 7 7 100,00 5 7 100,00
Penggandaan digandakan
=¥ Dinas Pergadangan dan Koperasi UMKM 10
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Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu T t Renstra Perangkat
Kinerja (2019) rzr?’:m Daerah s/d tahun
- - Hasil prog berjalan
- - - - Target Kinerja dan - "
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Capaian Program Program kegiatan Realisasi
Kode Femcnlhisliei Lerttl RpCaL q (Renstra Perangkat CED Target Realisasi (Renja Sl Tingkat
Dan (outcomes)/Kegiatan Keluaran - - Program A
Program/Kegiatan (output) LG LT Kegiatan AELIE) SR Tingkat FEIEELE dan Sl
9 9 P 2016-2021 9 Perangkat | Perangkat gkat Daerah - Realisasi
s/d Realisasi Kegiatan
Daerah Daerah tahun Target
dengan (%) s/d tahun
tahun tahun 2020) - Renstra
tahun 2019 2019 berjalan (%)
2018 (tahun
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) | 11=(10/4)
frfs”tya‘?:s'iaa” Komponen Jenis dan jumlah
Listrik/Penerangan komponen instalasi listrik | Jenis - 5 5 100,00 7 14 66,67
B yang dibeli
angunan Kantor
Penyediaan Peralatan Jenis dan jumlah peralatan Unit
Rumah Tangga rumah tangga yang dibeli 21 - 5 5 100,00 12 17 80,95
Penyediaan Bahan Jenis dan jumlah bahan Jumlah
Bacaan dan Peraturan bacaan yang dibeli tiap 30 Media _ 11 11 100,00 10 15 50,00
Perundang-Undangan bulan
Penyediaan Makanan dan | Jumlah makanan dan Jenis
Minuman minuman yang disediakan 12 - 4 4 100,00 4 12 100,00
Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah Rapat-rapat
dan Konsultasi Ke Luar kordinasi dan konsultasi ke | - Kali _ 120 120 100,00 140 144 33,49
Daerah luar daerah yang diikuti
Rapat-Rapat Koordinasi Jumlah Rapat-rapat
dan Konsultasi Dalam kordinasi dan konsultasi Kali
Daerah dalam daerah yang diikuti 420 j j j j j 120 28,57
Penyediaan Jasa Tenaga -
Pengemudi Jumlah SDM Pengemidi 3 Orang - 1 1 100,00 1 1 33,33
Penyediaan Jasa Jumlah Penyesdiaan Jasa Oran
Publikasi Publikasi 3 9 - - - - 1 33,33
Program Peningkatan Cakupan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana 100 % 100 100 100 100,00 100 100 100,00
Aparatur Aparatur
Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan Unit
Dinas/Operasional operasional 36 - - - - - - -
Jumlah perlengkapan
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor yang Unit
Gedung Kantor ) 30 - - - - - - -
diadakan
Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan gedung Unit
Gedung Kantor kantor yang diadakan 3 - - - - - - -
Jumlah mebeleur yang .
Pengadaan Mebeleur diadakan 6 Unit _ B B _ _ B B
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Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2021

Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu T t Renstra Perangkat
Kinerja (2019) rzr?’:m Daerah s/d tahun
, - Hasil prog berjalan
- - - - Target Kinerja dan - "
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja s Program - Realisasi
Pemerintahan Daerah Program L e GG dan Realgtag Capaian
Kode - (Renstra Perangkat Target Realisasi (Renja Tingkat
Dan (outcomes)/Kegiatan Keluaran - - Program A
Program/Kegiatan (output) LG LT Kegiatan AELIE) SR Tingkat FEIEELE dan Sl
g g P 2016-2021 9 Perangkat | Perangkat gkat Daerah - Realisasi
s/d Realisasi Kegiatan
Daerah Daerah tahun Target
dengan (%) s/d tahun
tahun tahun 2020) - Renstra
tahun 2019 2019 berjalan (%)
2018 (tahun
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) | 11=(10/4)
Pemeliharaan Jumlah gedung kantor Gedung
Rutin/Berkala Gedung yang dipelihara 3 Kantor _ 5 5 100,00 5 5 66,67
Kantor rutin/berkala
Pemeliharaan s
; . Jumlah mobil jabatan yang Jumlah
Rutin/Berkala Mobil dipelihara rutin/berkala 3 Mobil - 1 1 100,00 1 2 66,67
Jabatan
Pemeliharaan Jumlah kendaraan Jumlah
Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional yang ] _
Dinas/Operasional dipelihara rutin/berkala 15 Mobil/Motor 7 7 100,00 7 14 93,33
Pemeliharaan Jumlah peralatan rumah Jumlah
Rutin/Berkala Peralatan jabatan/dinas yang _
Gedung Kantor dipelihara rutin/berkala 3 Gedung 2 2 100,00 7 2 66,67
Pemeliharaan Rutin/ Jumlah Website SKPD yang Jumlah
Berkala Website SKPD dipelihara rutin/berkala 3 Web - - - - - - -
Penyewaan Jumlah gedung kantor Jumlah
Tanah/Gedung Kantor yang disediakan 3 Gedung - 2 2 100,00 3 2 66,67
Pembangunan Gedung
Dinas Perdagangan dan J:TIagisGen(aj?:I:agnKantor Unit B _ R R R R
Koperasi UMKM vang
Program Peningkatan Cakupan Peningkatan %
Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur 100 100 100 100 100,00 100 100 100,00
Pengadaan Mesin/Kartu Jumlah mesin/kartu Uni
) . nit
Absensi absensi 2 - - - - - - -
Jumlah pakaian dinas
Pengadaan Pakaian Dinas | beserta Oran
Beserta Perlengkapannya | perlengkapannyayang 240 9 - - - - - - -
diadakan
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian khusus
Khusus Hari-Hari hari-hari tertentu yang 240 Orang _ _ _ B B R R
Tertentu diadakan
Program Peningkatan Cakupan Peningkatan
i i o,
gapasutas Sumber Kapasitas Sumber Daya 100 /o 100 100 100 100,00 100 100 100,00
aya Aparatur Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai yang Oran
Formal mengikuti 15 9 - - - - 15 15 100,00
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Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2021

Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu T t Renstra Perangkat
Kinerja (2019) rzr?’:m Daerah s/d tahun
, - Hasil prog berjalan
- - - - Target Kinerja dan - "
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja s Program - Realisasi
Pemerintahan Daerah Program L e GG dan Realgtag Capaian
Kode - (Renstra Perangkat Target Realisasi (Renja Tingkat
Dan (outcomes)/Kegiatan Keluaran - - Program A
Program/Kegiatan (output) LG LT Kegiatan AELIE) SR Tingkat FEIEELE dan Sl
9 9 P 2016-2021 9 Perangkat | Perangkat gkat Daerah - Realisasi
s/d Realisasi Kegiatan
Daerah Daerah tahun Target
dengan (%) s/d tahun
tahun tahun 2020) - Renstra
tahun 2019 2019 berjalan (%)
2018 (tahun
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) | 11=(10/4)
Sosialisasi Peraturan Jumlah Pegawai yang Oran
Perundang-Undangan mengikuti 120 9 - - - - - - -
Bimbingan Teknis Jumlah Pegawai van
Implementasi Peraturan u h Peg yang Orang
mengikuti 150 - - - - - -
Perundang-Undangan
Program Peningkatan Cakupan Peningkatan
Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem 100 % 100 100 100 100,00 100 100 100,00
Pelaporan Pelaporan
Penygsungn Lgporan Jumlah laporan capaian
Capaian Kinerja dan kinerja dan ikhtisar Dokumen
Ikhtisar Realisasi Kinerja realisasi kinerja SKPD 9 - 3 3 100,00 3 6 66,67
SKPD
Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan keuangan Dokumen
Keuangan Semesteran semesteran 6 - 2 2 100,00 2 4 66,67
Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan keuangan Dokumen
Keuangan Akhir Tahun akhir tahun 3 - 1 2 200,00 1 3 100,00
Penyusunan Perencanaan | Jumlah dokumen
Program dan Kegiatan perencanaan Program dan Dokumen B
SKPD Kegiatan SKPD 6 6 6 100,00 6 6 100,00
Penyelenggaraan
Pengelolaan Sistem . Jumlah
Informasi Pengelolaan Jumlah Sistem 3 Sistem . 1 1 100,00 1 2 66,67
Keuangan Daerah
Penyelenggaraan
Pengelolaan Sistem Jumlah Sistem Jumlah
Informasi Pengelolaan 3 Sistem - 1 1 100,00 1 2 66,67
Barang Daerah
Penyelenggaraan
Pengelolaan Sistem Jumlah Sistem Jumlah
Informasi Pengelolaan 3 Sistem - 1 1 100,00 1 2 66,67
Pendapatan Daerah
Penyusunan LAKIP Jumlah Dokumen LAKIP 3 Dokumen _ _ _ B B R R
- Jumlah dokumen renstra
Revisi Renstra SKPD Perangkat Daerah 1 Dokumen _ B _ _ B B
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Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2021

Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu T t Renstra Perangkat
Kinerja (2019) rzr?’:m Daerah s/d tahun
- - Hasil prog berjalan
- - - - Target Kinerja dan - "
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja C ian P Program Kkegiat Realisasi
Pemerintahan Daerah Program apalan rrogram dan - - eglatan Capaian .
Kode - (Renstra Perangkat Target Realisasi (Renja Tingkat
Dan (outcomes)/Kegiatan Keluaran - - Program A
Program/Kegiatan (output) LG LT Kegiatan AELIE) SR Tingkat FEIEELE dan Sl
9 9 P 2016-2021 9 Perangkat | Perangkat gkat Daerah - Realisasi
s/d Realisasi Kegiatan
Daerah Daerah tahun Target
dengan (%) s/d tahun
tahun tahun 2020) - Renstra
tahun 2019 2019 berjalan (%)
2018 (tahun
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) | 11=(10/4)
Penyelenggaraan
Pengelolaan Sistem Jumlah Sistem nglah
X . 3 Sistem - - - - - -
Informasi Kepegawaian
;::Igs:la:e:e;::dungan Prosentase Peningkatan
L)
Pengamanan Pelaku Usaha yang 55 Vo 50 50 50 | 100,00 52 52 94,55
tertib niaga
Perdagangan
Koordinasi peningkatan
hubungan kepa dengan Jumlah koordinasi Kali
lembaga perlindungan 8 - - - - - - -
konsumen
Peningkatan Pengawasan
Jumlah Barang dan Jasa
;’aesr:dara” Barang dan yang diawasi peredarannya | 60 Barang - 20 20 100,00 10 30 50,00
Sosialisasi Undang- Jumlah peserta van
Undang Perlindungan mengiklfti yang 50 Orang B _ _ R R R R
Konsumen
Operasi Pasar Murah Jumlah paket yang Paket
(OPM) disediakan 15.000 - 7.000 7.000 100,00 5.000 12.000 80,00
Pendataan dan
Pemantauan Barang
Bersubsidi (LPG, BBM Jumlah Dokumen 9 dokumen _ _ _ R R R R
dan Pupuk)
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah peserta yang oran
Teknis Kemetrologian mengikuti 25 9 - - - - 5 5 20,00
Pendampingan Tera/Tera
Lang serta pengawasan | Jumiah alat yang ditera 15.000 UMt - 5.500 5.500 | 100,00 1.500 7.000 46,67
Pendataan dan
Monitoring Toko Jumlah Dokumen 6 dokumen _ _ _ _ _ _ _
Swalayan
Peningkatan Pemahaman Jumlah peserta van
Undang-undang Tentang N pe yang Orang
. mengikuti 3.600 - - - - - - -
Cukai Ilegal
Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan Unit
Kemetrologian (DAK) Kemetrologian 5 - 5 5 100,00 5 5 100,00
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Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2021

Perkiraan Realisasi
Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu T t Renstra Perangkat
Kinerja (2019) rzrg:m Daerah s/d tahun
- - Hasil prog berjalan
- - - - Target Kinerja dan —
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja s Program - Realisasi
Pemerintahan Daerah Program L e GG dan Realgtag Capaian
Kode - (Renstra Perangkat Target Realisasi (Renja Tingkat
Dan (outcomes)/Kegiatan Keluaran - - Program A
Program/Kegiatan (output) LG LT Kegiatan AELIE) SR Tingkat FEIEELE dan Sl
9 9 P 2016-2021 9 Perangkat | Perangkat gkat Daerah - Realisasi
ke Daerah Daerah R tahun LT L] Target
dengan (%) s/d tahun 9
tahun tahun 2020) - Renstra
tahun 2019 2019 berjalan (%)
2018 (tahun °
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Fasilitasi penyelesaian
permasalahan- Jumlah permasalahan yang K
- - asus
permasalahan diselesaikan 11 - - - - - - -
pengaduan konsumen
Pengadaan Kendaraan Jumlah Kendaraan _
Pengawasan . Unit
. Pengawasan Kemetrologian 1 - - - - -
Kemetrologian
Pengadaan Peralatan Jumlah Peralatan Paket
Kemetrologian (DAK) Kemetrologian 1 - 1 1 100,00 1 1 100,00
Pembangunan Gedung
UPT Kemterologian J‘.Jmlah Gedung yang unit
dibangun - - - - - - - -
Daerah
Pengadaan tanah untuk
sarana UPT Luas tanah yang disediakan | _ lokasi _ _ _ _ _ _ _
Kemeterologian Daerah
Tera Alat Ukur, Takar,
Timbang dan Jumlah alat tera yang Unit
Perlengkapannya (UTTP) disediakan - - - - - - -
(Banprov)
Subsidi Operasi Pasar Jumlah Paket OPM yang Paket
Murah (OPM) (Banprov) disediakan - - - - - - -
Penyusunan DED sarana
Gedung Kemetrologian Jumlah Dokumen ) dokumen R _ _ R R R R
Daerah
Pembinaan/Pelatihan
kemampuan dan Jumlah peserta yang Oran
keterampilan kerja bagi mengikuti 1.200 9 - - - 1.200 1.200 100,00
Pedagang (DBHCHT)
:;?19;::1 :;nl;:gk::.an Prosentase Peningkatan % _
Ekspor 9 9 Ekspore 19,00 12,00 4,50 4,50 100,00 16,50 86,84
Promosi Produk-produk Jumlah Produk yang .
. . Jenis
Unggulan dipromosikan 16 - - - - - - -
Sosialisasi Standar Mutu
Produk (SNI) Jumlah Peserta 100 Orang _ B B _ _ B B
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Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2021

Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu T t Renstra Perangkat
Kinerja (2019) rzr?’:m Daerah s/d tahun
T t Ki - Hasil P dg berjalan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja arget ¥inerja Program an Realisasi
. Capaian Program d kegiatan C -
Kode Femcnlhisliei Lerttl RpCaL q (Renstra Perangkat an Target Realisasi (Renja apaian Tingkat
Dan (outcomes)/Kegiatan Keluaran - - Program A
Program/Kegiatan (output) LG LT Kegiatan AELIE) SR Tingkat FEIEELE dan Sl
9 9 P 2016-2021 9 Perangkat | Perangkat gkat Daerah - Realisasi
s/d Realisasi Kegiatan
Daerah Daerah tahun Target
dengan (%) s/d tahun
tahun tahun 2020) - Renstra
tahun 2019 2019 berjalan (%)
2018 (tahun
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) | 11=(10/4)
Sosialisasi Peningkatan
Penggunaan Produk Jumlah peserta 1.050 Orang _ _ _ B B B B
Dalam Negeri ’
Eilitg;?tr;spzigegada; Jumlah Peserta Pelatihan
P Pengolahan Komoditas Orang
Produk Olahan (DBH- A - - - - - - -
Ekspor dari Produk Olahan
CHT)
Pelatihan Pengelolaan Jumlah Pelatihan
Komoditas Ekspor dan Pengolahan Komoditas oran
Produk Unggulan (DBH- Ekspor dari Produk 9 - - - - - - -
CHT) Unggulan
) . Jumlah
Pembinaan/Pelatihan Pembinaan,/Pelatihan
Usaha Pengolahan Bahan Usaha Pengolahan Bahan Oran
Pangan Potensi Lokal p p ? i Lokal 9 - 1.000 1.000 100,00 - 1.000 -
(DBHCHT) angan Potensi Loka
(DBHCHT)
Program Pembinaan Jumlah PKL dan
Pedagang Kaki Lima Pedagang Asongan yang | 4.250 2700 2.600 1.389 _ _ 2.600 61,18
dan Asongan dibina
Pengawasan Mutu Jumlah Objek Wisata yang Objek
Dagangan Pedagang - - -
s diawasi 15 Wisata - - - - - - -
Kakilima dan Asongan
Penyusunan Raperda
Retribusi Pedagang Jumlah Dokumen 1 Dokumen _ _ _ _ _ _ _
Kakilima
Pemindahan PKL Pantai Jumlah PKL yang Oran
Barat dan Timur dipindahkan 1.466 9 - - - - - - -
Program Peningkatan Prosentase Pasar yang
dan Pengembangan dibangun dan 50,00 % 13,00 3,00 2,00 66,67 23.08 - -
Pasar direvitalisasi
Revit_a_lisasi Pasar Jumlah Pasar Unit
Tradisional 1 - - - - -
Sosialisasi Pgmbangunan Jumlah Peserta Orang
Pasar Pananjung - - - - - -
Pendukung Revitalisasi Dokumen
Pasar Jumlah Dokumen - - - - - - - -
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Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2021

Revitalisasi Pasar Jumlah Pasar Dokumen B
Penyusunan Amdal Pasar | Jumlah Dokumen Dokumen B
Penyusunan DED Pasar Jumlah Dokumen Dokumen 3333
Penyusunan UKL UPL Jumlah Dokumen Dokumen

Pasar -
Penyusunan Andal Lalin Jumlah Dokumen Dokumen _
Pembangunan Relokasi

Sementara Pedagang Jumlah Lokasi Relokasi Lokasi R
Pasar

Pengawasan

Pembangunan Relokasi

Sementara Pedagang Jumlah Dokumen Dokumen R
Pasar

Pendataan Pedagang Jumlah Dokumen Dokumen

Pasar -
Pendataan Fasilitas Pasar | Jumlah Dokumen Dokumen R
Pembinaan Pedagang Jumlah Pedagang yang

Pasar dibina Prdagang -
Review DED Revitalisasi

Pasar Jumlah Dokumen Dokumen .
Pendukung

Pembangunan Relokasi

Sementara Pedagang Jumlah Dokumen Dokumen 100,00
Pasar

Pengaspalan Pasar Parigi Jumlah Paket Pengaspalan Paket

i
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Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2021

Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu T t Renstra Perangkat
Kinerja (2019) rzrg:m Daerah s/d tahun
- - Hasil prog berjalan
- - - - Target Kinerja dan - "
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja C ian P Program Kkegiat Realisasi
Pemerintahan Daerah Program apalan rrogram dan - - eglatan Capaian .
Kode - (Renstra Perangkat Target Realisasi (Renja Tingkat
Dan (outcomes)/Kegiatan Keluaran - - Program A
Program/Kegiatan (output) LG LT Kegiatan AELIE) SR Tingkat FEIEELE dan Sl
9 9 P 2016-2021 9 Perangkat | Perangkat gkat Daerah - Realisasi
ke Daerah Daerah R tahun LT L] Target
dengan (%) s/d tahun 9
tahun tahun 2020) - Renstra
tahun 2019 2019 berjalan (%)
2018 (tahun °
2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) | 11=(10/4)
Revitalisasi Pasar (DAK) Jumlah Pasar 5 lokasi _ 5 5 100,00 B 5 100,00
Pendukung Revitalisasi
Pasar Jumlah Dokumen 6 Dokumen R 6 6 100,00 _ 6 100,00
Penegakan Perda Pasar Jumlah Dokumen 1 Dokumen _ B 1 1 100,00
Pendataan Pedagang
Pasar Jumlah Dokumen 1 Dokumen _ _ 1 1 100,00
KOPERASI DAN
UKM
Program
Pengembangan -

Kewirausahaan dan :;:’:::atasj#;aha Mikro | 9800 % 95,00 96,00 96,00 | 100,00 97,00 97,00 98,98
Keunggulan Kompetitif P
Usaha Mikro
Pengembangan Sarana . - .
Promosi Hasil Produksi Jumiah Promosi yang dikuti | 5 Kali - 3 - 4 3 100,00
Penyelenggaran
Pelatihan Kewirausahaan Jumiah Peserta 50 Orang - - - - -
Pelatihan manajemen
pengelolaan Jumlah Peserta Pelaku
Koperasi/KUD 50 KUMKM B B } } } }
Sosialisasi HAKI Kepada
Usaha Mikro Kecil Jumlah Peserta Pelaku

90 KUMKM - - - - - -
Menengah
Monitoring dan Evaluasi Jumlah Monitoring 18 Kali _ _ _ _ _ _
Pengembangan Usaha Jumlah Usaha Mikro yang Pelaku
Kecil Menengah dikembangkan 100 UMKM - 30 30 100,00 50 80 80,00
Validasi dan
Pemutakhiran Data Jumlah Dokumen 4 Dokumen _ B _ _ B B
UMKM
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Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2021

Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu T t Renstra Perangkat
Kinerja (2019) rzr?’:m Daerah s/d tahun
, - Hasil prog berjalan
- - - - Target Kinerja dan - "
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja s Program - Realisasi
Pemerintahan Daerah Program L e GG dan Realgtag Capaian
Kode - (Renstra Perangkat Target Realisasi (Renja Tingkat
Dan (outcomes)/Kegiatan Keluaran - - Program A
Program/Kegiatan (output) LG LT Kegiatan AELIE) SR Tingkat FEIEELE dan Sl
g g P 2016-2021 9 Perangkat | Perangkat gkat Daerah - Realisasi
s/d Realisasi Kegiatan
Daerah Daerah tahun Target
dengan (%) s/d tahun
tahun tahun 2020) - Renstra
tahun 2019 2019 berjalan (%)
2018 (tahun
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) | 11=(10/4)
Bintek Usaha Kecil Jumlah Peserta Pelaku
Menengah 90 KUMKM - - - - - -
Pendataan dan
Penyusunan Profil UMKM Jumlah Dokumen 30 Dokumen - - - - - -
Pengembangan Sarana Jumlah Sarana pemasaran
Pemasaran Produk Usaha an dikembanpkan 9 Unit _ B B B B
Mikro Kecil Menengah yang 9
Penyelenggaraan
Pelatihan Manajemen Jumlah Peserta Orang
kelembagaan Koperasi 30 - - - - - -
Pondok Pesantren
Pembangunan Pusat Jumlah Pusat Layanan
Layanan Usaha Terpadu U_saha Terpadu yang 1 Unit - - - -
dibangun
Fasilitasi Promosi dan Jumlah Sarana pemasaran Kali
Pameran bagi UMKM yang dikembangkan 1 - - - -
Sertifikasi SHAT Jumlah Sertifikasi 30 Dokumen B R R R
Pelatihan Berbasis
Kompetensi Jumlah Peserta 30 Orang R R R R
Fasilitas Pameran Tingkat Jumlah Peserta Pameran Pelaku
Lokal (DBHCHT) 100 KUMKM - - 100 100 100,00
Fasilitasi Promosi dan Jumlah Peserta Pameran Pelaku
Pameran bagi UMKM 50 KUMKM - - 50 50 100,00
Program Peningkatan Prosentase Koperasi
i o,
Kualitas Kelembagaan | , ;¢ 36,00 32,69 33,65 33,96 | 100,92 34,48 34,48 95,78
Koperasi
Sosialisasi Prinsip-prinsip
Pemahaman Jumlah Peserta Koperasi
. 120 - - - - - -
Perkoperasian
Pembinaan, Pengawasan,
dan Pen_ghargaan _ Jumlah Koperasi 105 koperasi _ 60 60 100,00 65 125 64,10
Koperasi Berprestasi
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Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2021

Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Renstra Perangkat
Kinerja (2019) 9 Daerah s/d tahun
T - - Hasil program berjalan
- - - - arget Kinerja dan - "
Urusan_/Bldang Urusan Indikator Kinerja Capaian Program Program kegiatan Realisasi
Kode Pemermtghan D RpCaL q (Renstra Perangkat CED Target Realisasi (Renja Sl Tingkat
an (outcomes)/Kegiatan Keluaran - - Program A
Program/Kegiatan (output) LELEL)UCL T Kegiatan Renid Renid Tingkat GOICHELEDS dan CELElEn
2016-2021 Perangkat | Perangkat - . Daerah - Realisasi
] Daerah Daerah Sl tahun LRI Target
dengan (%) s/d tahun 9
tahun tahun 2020) - Renstra
tahun 2019 2019 berjalan (%)
2018 (tahun
2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) | 11=(10/4)
Peningkatan dan
Pengembangan Jaringan )
Kerjasama Usaha Jumlah Koperasi 40 dokumen - 40 40 100,00 - 40 100,00
Koperasi
Penyelenggaraan
Pelatihan Manajemen Jumlah Peserta Koperasi
Administrasi Keuangan 50 - - - - -
KSP / USP Koperasi
Peningkatan SDM
pengelola koperasi dan Jumlah Peserta 120 Koperasi _ _ _ _ _ _
anggotanya
Pemberdayaan dan
peningkatan peran
Dekopinda Kabupaten Jumlah Peserta 195 Orang - - - - - -
Pangandaran
Pembinaan dan Jumlah Koperasi (5 Koperasi
Pengawasan Koperasi) 3 - - - - - -
Pelatihan dan Uji
Kompetensi Pengelolaan Jumlah Peserta 50 Orang B R R R R
Koperasi
Ezt;legrzssipfanr}/aurllggn Jumlah Petugas 2 Orang _ _ _ _ _
Penyelenggaraan
E:Laat:qhgaann nlzgr;%esn;en Jumlah Peserta Koperasi _ _ _ _ _ _
Koperasi
Dana Peningkatan Jumlah fasilitasi dana
Kapasitas Koperasi dan peningkatan kapasitas Orang
UMKM (DAK) koperasi dan UMKM 132 - 132 132 100,00 - 132 100,00
Pembangunan Kantor
Dekopinda Kabupaten Jumlah Gedung Kantor Unit _ 1 _ B B R R
Pangandaran (Banprov)
Desa Koperasi (Banprov) Jumah Desa Koperasi Desa _ _ B B R R
Pengadaan Kendaraan
Operasional Pengawasan | Jumlah Kendaraaan Unit _ _ _ _ _ _
dan Pembinaan Koperasi
<®.  Dinas Pergadangan dan Koperasi UMKM 20
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engadaan Kendaraan
Operasional Pengawasan

X Jumlah Kendaraaan Unit
dan Pelayanan Koperasi - . - - - -

(Banprov)
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1) Nilai AKIP Perdagangan dan Koperasi UMKM

Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM pada tahun 2018
ditargetkan A dan realisasinya A. Nilai A ini dicapai untuk penilaian LAKIP
periode tahun 2019.

Dalam Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Pangandaran Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM pada tahun
2019 memiliki nilai 88,19.

Berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana tabel
berikut:

Peringkat Nilai

AA >85-100 AA >90-100
A >75-85 A >80-90
BB >70-80

B >65-75
B >60-70

cc >50-65
cc >50-60

C >30-50
c >30-50

D 0-30 D 0-30

maka Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM pada tahun
2019 adalah Nilai 88,19 atau A.

2) Persentase Koperasi Aktif

Persentase Koperasi Aktif dapat dihitung menggunakan formula:

, . p Akt _]umlah Koperasi Aktif 100%
rosentase Koperasi Aktif = Seluruh Koperasi ’

Sebagaimana diketahui pada tahun 2019

Jumlah Koperasi 212 Koperasi

Jumlah Koperasi Aktif 72 koperasi

72
Prosentase Koperasi Aktif = 12 X 100%

Prosentase Koperasi Aktif = 33,96%

Persentase Koperasi Aktif adalah 33,96% dari 33,65% yang ditargetkan atau
mencapai 100,92%.

Data Koperasi Aktif dapat dilihat di http://nik.depkop.go.id/
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Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran
dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pangandaran di targetkan untuk mencetak Koperasi Sehat. Berdasarkan
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil
Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang
Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam
Koperasi maka di Kabupaten Pangandaran di Kabupaten Pangandaran terdapat
1 (satu) unit Koperasi Sehat yaitu KPRI Segar JI. Raya Kalipucang no. 365

dengan hasil penilaian sebagai berikut:

NO ASPEK PENILAIAN RASIO /NILAIl  SKOR _|Jumlah Kategori
A [PLRMODALAN:
| Rasio Modal Sendiri Lerhadap Total Asel 31,14%, 300
2 Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko 280,94%] 600 12,00 SEHAT
3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri Terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 45.00%] 3,00
B [KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF:
1 Rasio Yolume Pinjaman Pada Angpota terhadap total/volume pinjaman diberikan 99,05% 10,00
2 Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan o 400 2400 SEHAT
3 Rasio Cadangan Ristko Tethadap Risike Pinjaman Bermasalah 500
4 Rasio Pinjaman yang berisike tethadap pinjaman vang diberikan 500
€ [MANAJAMEN:
1 Manajemen Umym 250 2,50
.2 P\'I;ma_?emen Kelembagaan 2,00 2,00 1230 SEHAT
3 Manajemen Permodalan 3,00 3,00
4 Manajemen Akliva 1,80 1.80
5 Manaj Likuiditas 3,00 3,00
D |EFISIENSI
| Rasio Beban Operasi Angaota terhadap Partisipasi Bruto §7.16%, 4,00 800 SLUAT
2 Rasio Beban Usaha terhadap SIU Kotor 79,78%, 2,00
3 Rasio Flisiensi Pelayaman 0.46%, 2.00
L |LIKUIDITAS
| Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar 16,62% 5.00 10,00 CUKUP SEHAT
2 Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana vang diterima §9.08%) 5,00
F |KEMANDIRIAN DAN PERTUMBLHAN
| Rasio Rentabilitas Aset 3.22%) 0.75 - -
2 Rasio Rentabilitas Modal Sendiri 6 3,00 T SLLLST
3 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan 1 14,73%] 4,00
G [JATI DIRI KOPERASI SEHAT
| Rasio Partisipasi Brulo 100,00% 7.00 10,00
2 Rasio Promosi Likonomi Anpaota 11,37% 3,00
TOTAL SKOR PENTLATAN KESEHATAN §4.05
KATEGOR! PENILATAN KESEHATAN SEHAT
ANALISIS PENILAIAN KESEH.

Rasio Modal Sendiri tethadap Total Aset Cukup Baik dan perlu ditinglatkan dengan menambah sumber-sumber modal sendiri seperti memperbesar jurlah S1U schingga mampu meningkatkan S11U yang belu
Rasio Modal Sendiri tethadap Pinjaman diberikan Berisiko Sangat Baik karena itu perlu dipertahankan dengan menjaga keseimbanpan jumlah pembiayaan yg dibiayai dari internal koperasi dengan menjaga nilai
Rasio Kecukupan Modal Sendiri Sangat Baik sehingga petlu dipertahankan jumlah keseimbangan modal tertimbang dengan ATMR dengan nilai rasio lebih besar dari § persen

Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan sudah sangat baik schingga perfu dipertahankan dengan tetap menjaga kescimbangan nilai rasio lebih besar dar 75%

Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan rendah schingga perfu dipertahankan prinsip ke-hati-hatian dalam menyalurkan pinjaman hingga rasio schesar 0%

Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan tinggi schingga perfu dipertahankan prinsip ke-hati-hatian dalam menyahurkan pinjaman dengan batasan nilai rasio scbesar 90% sampai 100
Rasio Pinjaman betisiko terhadap Pinjaman diberikan rendah schingga pethu dipertahankan prinsip ke-hati-hatian dalam menyalurkan pinjaman dengan tetap mempertahankan nilai rasio ind dalam kisaran kurang

Manajemen Umum Koperasi sudah sangal baik pengurus dan pengelola untule mempertahankan manajemen umum koperasi dengan melanjutkan rencana kerja jangka panjang. mempertahankan komitmen dan Laf
Manajemen Kelembagaan Koperasi cukup baik perlu pembenahan dari pengurus dan pengelola untuk meningkatkan kapasitas manajemen Kelembagaan koperasi dengan standar operasional manajemen dan prosd
Manajemen Permodalan Koperasi sudah sangat baik pengurus dan pengelola untuk mempertahankan manajemen Permodalan koperasi dengan mempertahankan per

modal sendiri, penyisihan cadangan §
Manajemen Aktiva Koperasi cukup haik pengurus dan pengelola untuk meningkatkan kapasitas manajemen Aktiva koperasi dengan memperbesar pinjaman dengan kolektibilitas lancar, dukungan agunan dan ca
Manajemen Likuiditas Koperasi sudah sangal baik pengurus dan pengelola unluk memper(zhankan manajemen Likuiditas koperasi dengan menjaga sistem informasi manajemen vang memadai untuk pemantauan

Rasio biaya operasional terhadap partisipasi brito sangat baik schingga perln mempertahankan cfisiensi dengan memurunkan biaya operasional pelayanan atau meningkatkan partisipasi bruto dengan kategori opti
Rasio beban usaha terhadap SHU cukup baik namun masih perlu melaknkan perbaikan dengan menurunkan biaya usaha atau peningkatan SHU sampai mendekati kategori aprimal 40 persen
Rasio efisicnsi pelavanan sangat baik schingga perlu mempertahankan cfisicnsi dengan memperhiatikan kescimbangan biava karvawan dengan volume pinjaman vang dibetikan sampai katcgori optimal kurang da

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar cukup baik namun sebaiknya masih dilakukan pembenahan dengan memperharikan porsi kas dan bank serta kewajiban lancar sampai pada kategori optimal 10 samy
Pinjaman yang diberikan terhadap dana vang diterima baik perlu mempertahankan potsi pinjaman vang diberikan dan dana yang diterima pada kategori optimal sebesar 80 sampai 90 persen

Rasio rentabiliras aset kurang baik ini menunjukkan bahwa porsi SLIU scbelum pajak masih begitu rendah dibandingkan dengan total asct perfu peningkaran nilai SHU sebelum pajak schingga rasio mencapai ka
Rasio rentabilitas ekuitas sangat baik ini menunjukkan bahwa porsi 811U bagian anggota dibandingkan dengan modal sendiri sangat mendukung perlu upaya mempertahankan SIU bagian anggota pada kategori
Rasio kemandirian operasional sangat baik ini menunjukkan bahwa porsi partisipasi netto dibandingkan dengan beban usaha dan beban perkoperasian sangat mendukung dan perlu dipertahankan

Rasio partisipasi bruto sangat baik schingga pelu mempertahankan nilai partisipasi bruto dan pendapatan pada kategori optimal 75 persen atau Ichih
Rasio promosi ekonomi angyota sangat baik sehin; ) pelu mempertahankan promosi ekonomi anggota pada kategori optimal sebesar 10 persen atau lebih

“3% Dinas Pergadangan dan Koperasi UMKM 23
Disd Kabupaten Pangandaran



Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2021

3) Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM

Untuk memperoleh Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM menggunakan

formula

Jumlah Usaha Mikro

Prosentase Usaha Mikro terhadap UMKM =
Seluruh UMKM

x100%

Dari hasil pendataan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu
Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran tahun 2018

diperoleh data sebagai berikut:
Jumlah Usaha Mikro :10.371 unit
Jumlah UKMK :10.882 Unit

Pada tahun 2019 ada penambahan Usaha Mikro yang diperoleh dari Izin
Usaha Mikro Kecil yaitu sebanyak 537 Usaha Mikro, sehingga pada tahun
2019 terdapat 10.908 unit Usaha Mikro. Sedangkan Usaha kecil menjadi 492
unit, sehingga jumlah UMKM menjadi 11.360 unit. Sehinga untuk tahun 2019

di peroleh data sebagai berikut:
Jumlah Usaha Mikro :10.908 unit

Jumlah UMKM :11.360 unit

8
x 100%

Prosentase Usaha Mikro terhadap UMKM = 11.360

Prosentase Usaha Mikro terhadap UMKM = 96,00%

Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM mencapai 96,00% dari yang
ditargetkan 96,00% atau capaian 100%.

Berikut hasil pedataan jumlah Usaha Mikro dan UMKM Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan
Kabupaten Pangandaran tahun 2018.
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PANGANDARAN
LANGKAPLANCAR
KALIPUCANG
PADAHERANG
CIJULANG
MANGUNJAYA
SIDAMULH
PERSENTASE

JENIS LAKI-LAKI 250 337 1382 1070 462 1223 456 413 313 578 6484
KELAMIN PEREMPUAN 134 484 1245 402 243 509 357 381 116 527 4398
TOTAL 384 821 2627 1472 705 1732 | 813 794 | 429 1105 10882

USAHAMIKRO 358 785 | 2575 | 1360 o3 | 1674 740 789 33 | 10m | 10
KLASIFIKASI 1
Sk USAHAKECIL % 3 5 Tt 62 5 73 5 %6 [ 511
USAHAMENENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
384 2627 1472 705 172 | 813 794 1105 10882
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 1 53 2 2 19 1 1 130
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 1 0 0 0 1
INDUSTRI PENGOLAHAN 7 T4 369 T 196 550 T4 325 2 2 2501
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIV 2 0 0 0 2
PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAVPAH DAN DAUR ULANG,
PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN SAMPAH v v 2 U U U U U U U 2 G
KONSTRUKS! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARAS| DAN PERAWATAN MOBIL
DAN SEPEDA MOTOR BESAR DAN ECERAN; REPARAS| DAN PERAWATAN 217 485 | 1087 858 387 762 448 2 230 623 6230 57%
MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 1 0 0 0 0%
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN VAKAN MINUM 2 180 21 T4 i 7 192 186 5 339 77 6%
T2 KOMUNIKASI 0%
BAKU JASA KEUANGAN DAN ASURANST 0%
EBANGAN REAL ESTAT 0%
- JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS 0%
JASA PERSEWAAN, KETENAGAKERIAAN, AGEN PERJALANAN DAN ’ a p 3 p 7 5 ’ p 3 = =
PEUNJANG USAHA LANNYA
ADMINISTRAS| PEMERNTAHAN, PERTAFANAN DAN JAVINAN SOSAL - - 0 0 0 0 0 0 0 0 =
JASAPENDIDIKAN 0 0%
JASAKESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 2 0%
KEBUDAYAAN, HIEURAN DAN REKREASI 2 0%
KEGIATAN JASALAINNYA 2 1 [ 1 9 19
JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA; KEGIATAN YANG
MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
DIGUNAKAN SENDIRI MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI
KEGIATAN BADAN NTERNASIONAL DA BADAN EKTRATNTERVASIONAL o o 3 3 3 3 e e e 0 0 =
TOTAL 384 821 2621 14n 705 12 | 813 794 | 429 1105 10882 100%
) 230 357 | 171 822 a7 1011 348 481 204 580 6376 59%
7 182 325 427 iz 419 188 195 1 269 2370 2%
5 2 284 169 13 200 21 9 5 196 1665 1%
03 7 1 63 19
PENDIDIKAN 3 0%
i 2 2 1 2 2 2 74 2%
7 0%
3 7 2 7 [ 7 2 21 2%
384 821 262 T2 705 72 | 813 704 | 429 1105 10882 100%
BELUM KAWIN 4 5 B | 14| 10 7 9 4 3 | 18 | 134 19
L KAWIN 350 742 2534 666 1617 749 743 376 | 1007 | 10180 94%
S CERAIHIDUP 10 21 2 36 5 27 14 ] 7 30 198 2%
CERAMATI 2 53 48 2% 21 71 41 36 9 45 370 3%
384 821 262 T2 705 172 | 813 704 | 429 1100 10877 100%

4) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB dapat di hitung

meggunakan formula:

_ Nilai PBRD sektor Perdagangan tahunn — Nilai PBRD sektor Perdagangan tahunn — 1

Prosentase pertumbuhan sektor perdagangan Nilai PERD sektor Perdagangan talunm — 1

x100%

Untuk capaian Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam
PDRB yang ditagetkan 6,78% dengan realisasi 9,49% atau capaian 139,97%.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian
indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2019, diperoleh
informasi bahwa capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun
2019 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan beberapa

indicator kinerja capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan dan
penurunan kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten
Pangandaran adalah:

1) Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM.
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Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM pada tahun 2019
ditargetkan A dan realisasinya A. Faktor-faktor yang menyebabkan
keberhasilan atau peningkatan Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi
UMKM adalah:

a. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan
dibuat secara berjenjang (cascading) sampai ke eselon terendah.

b. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara
penghitungannya.

c. Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

A. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

a. Masih adanya indikator kinerja yang tidak mencapai target, namun
masih dalam rentang “sangat berhasil”, yaitu indeks kepuasan
masyarakat terhadap layanan Bappeda

B. Upaya perbaikan

a. Pengukuran kinerja menggunakan aplikasi
b. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, dan
semesteran)

2) Persentase Koperasi Aktif
A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan
a. Adanya kegiatan pembinaan, pengawasan terhadap koperasi
b. Meningkatnya kemampuan SDM Koperasi
c. Sosialisasi pemahaman perkoperasian
B. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

Ada dua cara untuk meningkatkan Persentase koperasi aktif yaitu dengan
cara menambah koperasi yang aktif atau dengan cara membubarkan

koperasi yang tidak aktif.
C. Upaya perbaikan

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pematauan kepada koperasi

yang tidak aktif
3) Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM
A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan

a. Adanya pendataan usaha mikro kecil dan menengah
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b. Peningkatan pemahaman untuk mengembangkan wirausaha baru
B. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

Dengan adanya pencetakan wirausaha baru diharapkan pertumbuhan

usaha mikro akan menjadi cepat.

C. Upaya perbaikan
Pembinaan UMKM dan mencetak wirausaha baru

4) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

A. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan
a. Mengadakan operasi pasar
b. Pemantauan kegiatan perdagangan

B. Catatan penting dalam pencapaian sasaran

Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB dihitung oleh
Badan Pusat Statistik

C. Upaya perbaikan

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian
suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Dinas Perdagangan dan

Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.
Indikator Kineija Utama merupakan pedoman, untuk:
1) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
2) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kineija;
4) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah;
5) Evaluasi Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah;

6) Pemantauan dan Pengendalian Kineija Pelaksanaan Program dan Kegiatan
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Tabel 2.2 T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
Kabupaten Pangandaran

Persentase koperasi
aktif

50% 32,69 33,65 34,48 36,95 32,69% 33,96% | 35,23% | 36,50%

Persentase Usaha
2 | Mikro
dan Kecil

Ekspor Bersih

Perdagangan** 700 100 125 130 135 4.574 4.750 5.000 5.250
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

Sebagaimana telah disampaikan dalam kinerja pelayanan Dinas
Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran di dalam
menjalankan urusan pemerintahan telah mengacu pada aturan yang berlaku.
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas mempunyai fungsi sebagai
berikut :

1) perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas selama ini secara
umum Dinas Perdagangan dan Kopearsi UMKM telah melaksanakan tugasnya
dengan baik dengan memanfaatkan SDM, sarana dan prasarana yang ada,
tetapi bukan berarti dalam pelaksanaan kegiatan tidak ditemukan suatu

kendala atau hambatan, ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1. Permasalahan di Bidang Koperasi
- Kesadaran anggota dalam berkoperasi masih perlu ditingkatkan
- Sumber Daya Manusia pengelola koperasi masih perlu ditingkatkan
- Jiwa Kewirausahaan para pengelola usaha kecil dan menengah relatif
masih kurang
- Kurangnya media pemasaran produk UMKM
2. Permasalahan di Bidang Perdagangan
- Dampak Globalisasai membawa dampak dan pengaruh yang cukup
signifikan terhadap perkembangan dan persaingan di sektor perdagangan
dalam negeri
- Pengawasan dan pemantauan yang lebih baik terhadap barang-barang
yang beredar di pasaran masih perlu ditingkatkan agar
masyarakat/konsumen mendapat perlindungan
3. Permasalahan di Bidang Pasar
- Masih banyaknya pasar Desa yang belum di revitalisasi

- Pengelolaan pendapatan dari retribusi kioa belum optimal
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Kendala seperti terungkap diatas diupayakan dengan mengoptimalkan
sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki agar tercapai
tujuan, sasaran dan Program yang telah disepakati bersama. Untuk lebih
meningkatkan program-program pembangunan khususnya di bidang Koperasi,
Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan perlu adanya peningkatan sarana,
prasarana dan Sumber Daya manusia yang memadai sehingga terjadi

pertumbuhan perekonomian yang signifikan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran
sebagai organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran dan Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pangandaran serta Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2018
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan
dan Koperasi UMKM. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi
tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan
rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM. Di samping itu dokumen rencana
kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok
indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan
diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas

Perdagangan dan Koperasi UMKM.

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan
perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam
proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan

kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal,
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eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang

dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten
Pangandaran tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang
pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas
Perdagangan dan Koperasi UMKM tahun 2021 seperti yang tertuang dalam
Perubahan Rencana Strategis Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten
Pangandaran tahun 2016 - 2021.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan
program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun
2021, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD
tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan
karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan -
peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dalam
mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun rancangan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas
Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2021 guna
mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di

daerah adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.3 T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2020
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagan

an dan Koperasi UMKM

Dinas Perdagangan Dan Koperasi Umkm 9.170.716.150,00 6.366.589.943,00
3.168.116.150,00
Umum
Program T Cakupan 100% 1.650.912:36,00
Pelayanan Pelayanan
Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkantoran
1 Jumlah surat 419% Swat | 6.683.617,00 PROGRAM ] Persentase
yang dikebola URUSAN PENUNJANG '::,’:::"* f::gf;‘::‘;.a“g jasa penunjang
Penyediaan Jasa PEMERINTAHAN | URUSAN prasarana w0 | Uen urusan 105 | Penvediaan Jasa Surat Jumiah Jasa Surat Menyurat yang 3000 Bugh 341000000
Surat Menyurat BIDANG PEMERINTAHAN o ' pemeritzhan Menyurat disediakan A
yang Pemerintahan
PERDAGANGAN | DAERAH terpenchi Daerah yang
KABUPATENKOTA pe! disediaken
T Jumiah 3 85.000.000,00 PROGRAM ] Persentase
Penyediaan Jasa rekening jasa Rekening URUSAN PENUNJANG ::r’::';‘a* f:::?;‘:m.an jasa penunjang penyediaen Jasa
Komunikasi, sumber daya PEMERINTAHAN URUSAN prasarana 100% Urusan ang 100% Komyunikasi Sumber Jumiah Jasa Komunikasi, Sumber 2 Rekening 55.200225,00
Sumber Daya Air yang dibayar tiap BIDANG PEMERINTAHAN kantor yang Pemerintah pemerintahan Daya Ar daﬁ Listrk Daya Ar dan Listri disediakan dan 12 Bulan N "
dan Listrik bulan PERDAGANGAN DAERAH terpenuhi Daerah yang
KABUPATENKOTA disediaken
T2 Jumiah 7Unt 7.000.000,00
Kendaraan yang
berizin
Penyediaan Jasa PROGRAM Persentase S Penyediaan Jasa Jumiah Jasa Pemelivaraan, Biaya
[kt URUSAN PENUNJANG o, Daamg i Persentase Pemeliaraan, Biaya e B
PEMERINTAHAN URUSAN ! prasarana yang Pemelharaan, Pajak, dan ne : Pajak, dan }
Perizinan prasarana 100% | Penunjang 2 100% ne Perizinan Kendaraan Dinas 9 Unit 81.000000
BIDANG PEMERINTAHAN baik dan layak Perizinan Kendaraan °
Kendaraan PERDAGANGAN kantor yang Urusan fungsi Dinas Operasional aau Operasional atau Lapangan yang
Dinas/Operasional terpenuhi Pemerintahan ! P disediakan
KABUPATENKOTA Lapangan
T Jumlah SDM 3 Orang 70.000000,00 PROGRAM - Persentase
Kebersian PENUNJANG ::r’::“a‘a* f::g?;i‘;.an fasa penunjang 12 Buan dan
Penyediaan Jasa setiap bulan PEMERINTAHAN URUSAN rasarana 100% Urusan jang urusan 100% Penyediaan Jasa Jumiah Jasa Pelayanan Umum 5 Orang atat 101612.00000
Kebersihan Kantor BIDANG PEMERINTAHAN J# g usan pemeritzhan ® | Pelayanan Umum Kantor Kantor yang disediakan g atau 120008
PERDAGANGAN DAERAH antor yang Pemerintah yang 3 Layanan
KABUPATENKOTA | ETPenufi Daerah disediakan
1 Jumlah SDM 3 Orang 70.000.000,00 PROGRAM Persentase Penyediaan Persentase
Keamanan setiap PENUNJANG yediaan, jasa penunjang
EE"V“‘“" Jasa bulan PEMERINTAHAN |  URUSAN sarana o ff"“‘ Penuniang | isan Jope | Penvediean tasa Jumiah Jasa Pelayanan Umum ;ZOB“L’" ":“ 000
Ke"ga'"a"a" BIDANG PEMERINTAHAN prasarana o rusan pemerintahan Pelayanan Umum Kantor Kantor yang disediakan rang atau g
antor PERDAGANGAN | DAERAH Kantor yang Pemerintah Yang 3 Layanan
KABUPATENKOTA | terPendhi Dacrah disedaken
1 Jenis dan 110 Jenis 300.000.000,00 PROGRAM Persontase Persentase
Jumiah ATK PENUNJANG et Administrasi Administrasi
Penyediaan Alat yang dibel PEMERINTAHAN | URUSAN mum umum Penyediaan Peratan Jumiah Peralatan dan '
Tulis Kantor BIDANG PEMERINTAHAN praserara 100% | peranghat Peranglat 100% | Gan Perlengkapan Kanior | Perlengkapan Kantor disediakan 85 Jenis 59965317
PERDAGANGAN DAERAH h {“". 9 Daerah Daerah yang
KABUPATEN/KOTA Erpenil baik
T Jenis dan 4004 300.000.000,00 PROGRAM Persentase Persentase
Penyediaan Jumlah Barang Jumiah URUSAN PENUNJANG el Administrasi Administrasi penyediaan Baran
o Cotakan yang di cetak dan PEMERINTAHAN |  URUSAN orasarena o | Umum umum 100 | Comam e Jumiah Barang Cetakan dan 7 Jenis 1352235
o Pz | digandakan BIDANG PEMERINTAHAN Kentor yan Perangkat Perangkat Pengoandam Penggandaan yang disediakan -
%9 PERDAGANGAN DAERAH el Daerah Daerah yang 9ga
KABUPATENKOTA per baik
Penyediaan T Jenis dan 7Unt 70.000000,00 PROGRAM Persentase Persentase
et jumiah URUSAN PENUNJANG il Administrasi Administrasi Penyediaan Komponen Jumiah Komponen sl
| pon komponen PEMERINTAHAN jmum umum Instalasi lponen Instalasi .
nstalasi fomponen prasarana 100% 100% Listrik/Penerangan Bangunan 7 Jenis 1.202.700
UstiiPenerangan | talsi stk BIDANG PEMERINTAHAN Rantor yang Perangkat Perangkat ListriPenerangan Kantoryang dsedilan
Bongunen Kan yang dibel PERDAGANGAN |  DAERAH e Daerah Daerah yang Bangunan Kantor
9 KABUPATENKOTA P baik
T Jenis dan 7Unt 40.000.000,00 PROGRAM Persentase Persentase
Penyecian jumlah peralatan URUSAN PEN%ANG il Administrasi Administrasi
rumah tangga PEMERINTAHAN | URU: Umum umum Penyediaan Peralatan Jumiah Peralatan Rumah Tangga )
Peraalen Rumah yang dibel BIDANG PEMERINTAHAN frasaraa 100% | perangkat Perangkat 100% | Rymah Tangga yang disediakan 20 Jenis 15000582
ngga PERDAGANGAN DAERAH el Daerah Daerah yang
KABUPATENKOTA per baik
Penyediaan T Jenis dan 10 Jumiah 38.652239,00 URUSAN PROGRAM Persentase adminisas Persentase Penyediaan Bahan ‘Jumiah Bahan Bacaan dan
Bahan Bacaan jumizh bahan Meda PEMERINTAHAN |  PENUNJANG sarana 0% | oo Administrasi 100% |  Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-undangan 10 Jenis 11.280000,00
dan Peraturan URUSAN prasarana umum Perundang-Undangan /ang disediakan
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Perundang- bacaan yang BIDANG PEMERINTAHAN kantor yang Perangkat Perangkat
Undangan dibelitiap bulan PERDAGANGAN DAERAH terpenchi Daerah Daerah yang
KABUPATEN/KOTA baik
T2 Jumiah T Jenis 161.051.00000 PROGRAM ] Persentase
Penyediaan makanan dan URUSAN PENUNIANG I:aerr:neglase 5::ay el:::::jang asa perunjang 12 Bulan dan
Vatonan o minuman yang PEMERINTAHAN |  URUSAN R ana 100 | Unan urusan 1o | Penvediaan Jasa Jumlah Jasa Pelayanan Umum 5 Orang sty 000
disediakan BIDANG PEMERINTAHAN p o " pemerintahan * | Pelayanan Umum Kantor Kantor yang disediakan " !
Minuman PERDAGANGAN DAERAH Kantor yang Pemerintah Yang 3 Layanan
KABUPATENKOTA | erpenuhi Daerah disediakan
T: Jumiah 150 Kali 350.000.000,00 PROGRAM Persentase
Rapat-Rapat Rapat-rapat URUSAN PENUNJANG Persentase Administrasi Administrasi o )
Koordinasi dan kordinasi dan PEMERINTAHAN | URUSAN peninglatan o | Umum umum 100% ;zgﬁ::ﬂi:mmsi f(‘;’:“:]'m"s%g"’d““' dan ;:g Kegiatan 13246300000
Konsulasi Ke konsulasi ke luar BIDANG PEMERINTAHAN kompetensi * | Perangkat Perangkat N s Gl o o 40 Laporan AR
Luar Daerah daerah yang PERDAGANGAN DAERAH aparatur Daerah Daerah yang Iselenggarakan -apora
dikut KABUPATEN/KOTA baik
1 Jumiah 150 Kali 80.525,500,00
Rapat-Rapat Rapat-rapat
Koordinasi dan kordinasi dan
Konsultasi Dalam konsultasi dalam
Daerah daerah yang
diikuti
1 Jumiah SDM Torang 36.000.000,00 PROGRAM ] Persentase
! Persentase Penyediaan ! g
Pengemudi URUSAN PENUNJANG ’ jasa penunjang
Penyediaan asa PEMERINTAHAN |  URUSAN e oo | 2FemEng s 1005 | Penvediaan Jasa Jumiah Jasa Pelayanan Umum 22 Bulan dan 000
< BIDANG PEMERINTAHAN o ° ' pemerintahan ® | Pelayanan Umum Kantor Kantor yang disediakan "9 !
Pengemudi PERDAGANGAN DAERAH kantor yang Pemerintahan Yang 3 Layanan
KABUPATENKOTA | EPerufi Daerah disediskan
T+ Jumiah TKali 36.000.000,00 PROGRAM Persentase
Penyediazn Jasa URUSAN PENUNJANG Persentase Administrasi Administrasi Dukungan Pelaksanaan ' 5
Penyediaan Jasa Pubikasi PEMERINTAHAN |  URUSAN peningkatan o | Umum umum Lo | Sstem Pemerntanan g‘;’x:.f‘;:z&:ﬁ:”’“‘*“‘ 1 sisen 10.800000.00
Publikasi BIDANG PEMERINTAHAN kompetensi * | Perangkat Perangkat * | Berbasis Elektronik pada orhask ik yang S
PERDAGANGAN | DAERAH aparatur Daerah Daerah yang SKPD diaksanakan
KABUPATEN/KOTA baik
Program 1 Cakupan 100% 950444.525,00
Peningkatan Peningkatan
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Aparatur Aparatur
Pengadaan 1: Jumlah 1 Unit 30.000.000,00
Kendaraan kendaraan
Dinas/Operasional operasional
1: Jumlah 10 unit 70.000.000,00 Pengadaan
perlengkapan URUSAN EESSSJAAMNG Persentase Barang Milik Persentase
Pengadaan gedung kantor sarana Daerah pengadaan . 5 Jenis
Perlengkapan yang diadakan ;E)IﬁRG\NTAHAN g’éﬁé@m AHAN prasarana 100%. Penunjang Barang Milik 100%. ;eer;g“a/dL:ﬁ‘n“Perahlan dan i::r:r;?aahé:\d:‘a(grz\l\esn dan 64.550.008,00
Gedung Kantor PERDAGANGAN DAERAH kantor yang Urusan Daerah yang v ¥a yang 15 Unit/Buah
terpenuhi Pemerintah terealisasi
KABUPATEN/KOTA
Daerah
T+ Jumiah 12 Unit 240932.296.00 Pengadaan
peralatan gedung URUSAN EESSmMNG Persentase Barang Milik Persentase
Pengadaan kantor yang sarana Daerah pengadaan . 5 Jenis
Peralatan Gedung | diadakan PEMERINTAHAN | URUSAN prasarana 100% | Penunjang Barang Miik 1005 | Pengadaan Peralatandan | - Jumish Peralatan dan Mesh dan 0,00
p BIDANG PEMERINTAHAN Mesh Lainnya Lainnya yang diadakan '
antor PERDAGANGAN DAERAH kantor yang Urusan Daerah yang 15 Unit/Buah
terpenuhi Pemerintah terealisasi
KABUPATEN/KOTA
Daerah
T+ Jumiah T Paket 22.547.140,00 Pengadaan
mebeleur yang PROGRAM Persentase Barang Miik Persentase
st URUSAN PENUNJANG Dacn d 3 Jen
Pengadaan adakan PEMERINTAHAN URUSAN sarana aerah pengadaan § enis
Voo EIDANG PEVERINTAHAN prasarana 100% | Penunang Barang Mili 100% | Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang diadakan dan. 22.727586.00
e B
Daerah
T+ Jumiah 2 Jumlah 53.533.352,00 Pemelharaan
gedung kantor Gedung URUSAN Sgﬁgm o Persentase Barang Miik persent
Pemelharaan yang dipelinara Kantor PEVERINTAHAN URUSAN sarana Daerah ersentase Pemelharaan/Rehabilitasi Jumiah Gedung Kantor dan 2 Unitd
Rutin/Berkala Tutinberkala EIDANG PEVERINTAHAN prasarana 100% Penunjang E;ﬁ':n”mﬁg 100% Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang W nitdan... 5.186.000,00
Gedung Kantor PERDAGANGAN Eﬁ.ﬁ'}éﬂmmn r;r';guﬁng g::::;nm fings Bangunan Lainnya direhabiltasi
Daerah
7+ Jumiah mobl TUnt 121.158.667.00 Pemelharaan
Jabatan yang RUSAN G Persentase Barang Milk persent Penyoran lse Jumlah Jasa Pemeliaraan, Biaya
Pemelharaan dipelinara PEVERINTAHAN URUSAN sarana Daerah ersentase Fe’“emﬁ'“"‘ § 'ﬁyga . Pemelharaan dan Pajak
Rutin/Berkala rutintberkala prasarana 100% Penunjang prasarana yang 100% emelharaan dan vaja! Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit 41.183.204,00
Mobil Jabatan BIDANG PEMERINTAHAN kantor yan Urusan baik dan layak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan
PERDAGANGAN |  DAERAH ol Pemoriiah fungsi Dinas atau Kendaraan doodo ¥
KABUPATEN/KOTA erpenhl booeh' Dinas Jabatan sedakan
T+ Jumiah 8 Unit 185273.07000 Pemelharaan
Pemeiharsen kendaraan G Persentase Barang Milk Persentase Ponyedin ket Jumlah Jasa Pemeliaraan, Biaya
RutiBeriar dinasloperasional PEVERINTAHAN URUSAN sarana Daerah Pemelioon. p Yk p Pemelharaan, Pajak, dan
utinBerkala yang dipelinara prasarana 100% Penunjang prasarana yang 100% emelharaan, Paak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 9 Unit 0,00
Kendaraan : BIDANG PEMERINTAHAN baik danlayak Perizinan Kendaraan
; rutintberkala kantor yang Urusan 8 ¢ b Operasional atau Lapangan yang
Dinas/Operasional PERDAGANGAN DAERAH bl v Pemaintgh fungsi Dinas Operasional atau oy
KABUPATEN/KOTA pe boomh Lapangan a
Pemelharaan T Jumiah 7Unt 27.000.000,00 URUSAN PROGRAM Pemelharaan Persentase
Rutin/Berkala peralatan gedung PEMERINTAHAN |  PENUNJANG Persentass 1o, | Barang Miik prasarana yang 100 :e”‘e"‘a'“" Peralatan Jumiah Peralatan dan Mesin 35 it 600000000
Peralatan Gedung kanfor yang BIDANG URUSAN sarana Daerah baik dan layak Ma“. Lai Lainnya yang dikeloa " 050.000{
Kantor PERDAGANGAN PEMERINTAHAN prasarana Penunjang fungsi lesn Lainnya
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dipelihara DAERAH kantor yang Urusan
rutiniberkala KABUPATENIKOTA | terpenuhi Pemerintah
Dagrah
T Jumiah TWeb 50.000.000,00
T e
Website SKPD e ibaa
T2 Jumlah 2 Jumieh 150,000.000,00 Pengadean
Tanah/Gedung Gedung PROGRAM Cakupan Barang Miik Persentase
o URUSAN PENUNJANG pelayanan '
enyewaan Kantor yang di Kantor PEVERINTAHAN | URUSAN perunang Daerah pengadazn Pengadaan Gedung Jumiah Gedung Kanlor aau 2Unit
Tanah/Gedung sewa 100% | Penunang Barang Miik 100% | Kantor atauBangunan d ° dan 12000000000
s BIDAN PEMERINTAHAN urusan U Daerahyang Lai Bangunan Lainnya yang diadakan 2
PERDAGANGAN DAERAH pemerintahan " hya :
Pemerintah terealisasi
KABUPATENKOTA | daerah
Dagrah
Program T Cakupan 100% 180.000.000,00
Peningkatan Peningkatan
Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur
1: Jumlah 90 Orang 90.000.000,00
Pengadaan ’
Pal«g\an Dinas gal«a:: dinas
esel
Beserta
perlengkapannya
Perlengkapannya vang diadakan
Pengadaan 1: Jumlah 90 Orang 90.000.000,00
Pakaian Khusus pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu harihart ertenty
yang diadakan
Progam '1) . rﬁ:k:g'aan 100% 111202.55000
Peningkatan et
Kapasitas Sumber apasiias
Daya Aparatur Sumber Daya
Aparatur
pendidkan dan T+ Jumiah 5 Orang 62.956.300,00
Pegawai yang
Pelatihan Formal menaikuti
Sosialisasi 1: Jumlah 45 Orang 18.246.250,00
Peraturan Pegawai yang
Perundang- mengikuti
Undangan
Bimbingan Teknis 1: Jumlah 50 Orang 30.000.000,00
Implementasi Pegawai yang
Peraturan mengikuti
Perundang-
Undangan
Program '1) : Cak::an 100% 27558.719.00
Peningkatan eningkatan
Pengembangan Pengembangan
Sistem Pelaporan Sistem
N Pelaporan
Capaian Kinerja C Ki
dan Keuangan apaan Kneria
dan Keuangan
1 Jumlah 3 7.005.719,00 PROGRAM Perencanaan,
E:g;‘:g;am laporan capaian Dokumen URUSAN PENUNJANG s::::;::z“ Penganggar_an‘ :zﬁ:‘:* o
Kinerja dan iners dan PEVERINTAHAN | URUSAN dan evakiasi togw | don Evaluasi evaluasiknera | 9 Dokumen Jumiah evaluasi yang il 3Laporan 6033.000
Ihtisar Realisasi ikhtisar realisasi BIDANG PEMERINTAHAN Kiner yang Kinerja yang disusun Perangkat Daerah
Kinerja SKPD Kinerp SKPD PRGN | koA | berualias perenglat {opat wakiu
T+ Jumiah 2dokumen | 7.005.700,00 PROGRAM Persent Persentase unit Koordinasid
Penyusunan laporan URUSAN PENUNJANG Ia:’:':"n ase Administrasi kerjayang Fz:y‘;;’j‘:;na" Jumieh aporan keuangan
Ee\awan keuangan PEMERINTAHAN | URUSAN keuangan 1000 | Kevangan menyusun 100% |  Laporan Kevangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 2 Laporan 1.039.000
euangan semesteran BIDANG PEMERINTAHAN dorgan Perangkat Iaporan kinerja Butanon/ Trioary SKPD yang tersusun
Semesteran PERDAGANGAN DAERAH gan Daerah keuangan
KASUPATENKOTA | Kualltas baik donenbak Semesteran SKPD
T+ Jumiah TDokumen | 7.005.700.00 PROGRAM Persentase unit
Penyusunan laporan URUSAN PENUNJANG r”’“"‘a* Administrasi kerjayang Koordinasi dan Jumiah koordinasi dan Pes
Pelaporan keuangan akhir PEMERINTAHAN URUSAN :”“'"‘” 100 Keuangan menyusun 100% Penyusunan Laporan L“’“ K" nast AL‘h. {‘V‘h‘s”“a“ 12 Kegiatan 10682750
Keuangan Akhir tahun BIDANG PEMERINTAHAN dz:agi'“‘” o Perangkat laporan kinerja Keuangan Akhir Tahun Sﬁ(ﬂfﬂlag‘ﬂ;‘n v Tahun dan 1 Laporan 6021
Tahun PERDAGANGAN DAERAH oo baik Daerah keuangan SKPD
KABUPATEN/KOTA dengan bak
T+ Jumiah 6Dokumen | 84.680.600,00 PROGRAM Perencanaan,
Penyusunan dokumen URUSAN PENUNJANG Persentase Penganggaran, Persentase . oo
Perencanaan perencanaan PEMERINTAHAN URUSAN ge'e”“a:ﬁa” 100 dan Evaluasi fe'e““a”ﬁa” 100% Fe“y”s“”'”‘” P “’"T ; Jumiah dokumen perencanaan 6 Dol 31333000
Program dan Program dan BIDANG PEMERINTAHAN an evaliasi o Kinerja d'“e"a yang De"*‘“"ﬁﬁ" erangkal perangkat daerah yang tersusun okumen et
Kegiatan SKPD Kegiatan SKPD PERDAGANGAN | DAERAH Kinera yang Perangkat dimsn epat aerah
KABUPATEN/KOTA Daerah
Penyelenggaraan T+ Jumiah T Jumiah 42.920000,00 PROGRAM persontase Persentase unit
5 e o 99 Sistem Sistem URUSAN PENUNJANG j Administrasi kerjayang Pelaksanaan Jumiah penatausahaan
s?"'ge | “;" ) PEMERINTAHAN URUSAN kﬁ"‘“‘” 100 Keuangan menyusun 100% an umiah penataus: Eﬁ“ an 12 Dok 27.000000,00
P's e’"b? rmast BIDANG PEMERINTAHAN d"”ﬁ"ga” o Perangkat laporan kinerja Pengujan/Verifikasi A euangan umen 000,
Ke"ge laan PERDAGANGAN DAERAH engan Daerah keuangan Keuangan SKPD
euangan Daerah KABUPATENKOTA | _ Kualitas baik dengan bak
T+ Jumiah T Jumiah 42.920000,00 URUSAN PROGRAM e ~
Penyelenggaraan Sistem Sistem PEMERINTAHAN PENUNJANG Persentase Administrasi Jumiah barang Penatausahaan Barang Jumiah Barang Mik Daerah pada 7 Jenis
Pengelolaan Ilaporan 100% | Barang Miik mili daerah 100% | Miik b dan 27.000000,00
¢ BIDANG URUSAN SKPD yang dikelola '
Sistem Informasi PERDAGANGAN PEMERINTAHAN keuangan Daerah Pada pada perangkat Daerah pada SKPD 399 Unit/Buah
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DAERAH

dengan

Perangkat

daerah dalam

Barang Daerah KABUPATENKOTA | kualltas baik Daerah Kondisi bak
Penyelenggaraan 1: Jumih T Jumlah 37.009500,00 PROGRAM Persentase ‘Administrasi Persentase
Pengeblaan Sistem Sistem URUSAN PENUNJANG oporan Pendapatan peningkatan
Sistem Informasi PEMERINTAHAN | URUSAN Daerah refibusiyang Pelaporan Pengelolaan Jumah pengelolaan retrbusi yang
Pengelolaan BIDANG PEMERINTAHAN si‘r“;’;‘;‘f" 100% | Kewenangan diterima 100% | Retrbusi Darah dilaporkan 12 Laporan 24.600000,00
Pendapatan PERDAGANGAN |  DAERAH gan Perangkat Perangkat
Daerah KABUPATENKOTA | ualtas baik Daerah Daerah
PROGRAM Administrasi Persentase
URUSAN PENUNJANG ::;’:fif‘r“a* Pendapatan peningkatan
PEMERINTAHAN | URUSAN Daerah refibusiyang Penetapan Wajlb Jumiah waji retrbusi yang ’
BIDANG PEMERINTAHAN si‘r“;’;‘;‘f" 100% | Kewenangan diterima 100% | Retrbusi Daerah ditetapkan 235 Objek 118.300.00000
PERDAGANGAN |  DAERAH gan Perangkat Perangkat
kualias baik
KABUPATENKOTA Daerah Daerah
T Jumah T 10.000.000,00
Peryusunan Dokumen Dokumen
T Jumiah T Jumlah 37.009500,00 PROGRAM Persentase
Penyelenggarazn Sistem Sistem URUSAN PENUNJANG Persentase Administrasi Administrasi - . )
Pengelbolaan PEMERINTAHAN |  URUSAN peningkatan 1o | Kepegawaian \epegawaian oo | Roordinasidan, Jumiah koordinasi pelaksanaan 12 Kegiatan
; " o o elaksanaan Sistem sistem informasi kepegawaian yang | dan 12 22.920000,00
Siste Informasi BIDANG PEMERINTAHAN kompetensi Perangkat Perangkat ! ) h
Kepegawaian PERDAGANGAN | DAERAH aparatur Daerah Daerah yang Informasi Kepegawaian diaksanaian Laporan
KABUPATEN/KOTA baik
URUSAN »':Eﬁﬁme '::r’:n“;"* Administrasi i:m:;. Dukungan Pelaksanaan Jumih Sislem Pemeritehan
PEMERINTAHAN | URUSAN e o | Umum umum tow, | Sistem Pemernichan PR 1sistem 000
BIDANG PEMERINTAHAN ﬁa bt * | Perangkat Perangkat * | Berbasis Elekironik pada it yang .
PERDAGANGAN DAERAH - nufi 9 Daerah Daerah yang SKPD
KABUPATEN/KOTA i baik
PROGRAM Persentase unit
Persentase —— .
URUSAN PENUNJANG Administrasi kerja yang
laporan N " Jumiah ASN yang mendapat
PEMERINTAHAN | URUSAN Keuangan menyusun Penyediaan Gaji dan miah ASN yang mends
BIDANG PEMERINTAHAN 52‘;;’;%"" 100% | perangkat aporan kinerja 100% | Tynjangan ASN ‘;f"i'ﬁ;ﬁe“ye"'“" gaji dan 17 Oreng 2313855922
PERDAGANGAN DAERAH Kualitas baik Daerah keuangan
KABUPATEN/KOTA dengan bak
71600000000
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program 1: Prosentase 98% 320.000.000,00
Pengembangan Usaha Mikro
Kewirausahaan terhadap UMKM
dan Keunggulan
Kompetitif Usaha
Mikio
Sosialisasi HAKI 1: Jumlah 20 Orang 30.000.000,00
Kepada Usaha Peserta
Mikro Kecil
Menengah
Monitoring, 1: Jumlah 20 Kali 20.000.000,00
Evaluasi dan Monitoring
Pelaporan
1: Jumlah 1 30.000.000,00 Pengemb_angan Fasiitasi Usaha Mikro
Dokumen Dokumen Usaha Mikro ™ .
URUSAN dengan Menjadi Usaha Kecil Jumiah usaha mikro yang
Validasi dan PEMERINTAH PROGRAM Persentase Orientasi Jumah usaha 100 Pelaku dalam Pengembangan difasiltasi embangan Produksi 45000 Pelaku
Pemutakhran BIDANG PENGEMBANGAN Usaha Mikro % | poenen miko yang fetis Produksi dan e et s 0,00
Data UMKM KOPERAS| DAN UMKM yang naik kelas i naik kelas Pengolahan, Pemasaran, golahar, | -
Skala Usaha " SDM, serta Desain dan Teknologi
UKM frivwaryo SDM, serta Desain dan
i Teknologi
Kecil
T Jamiah 70 Orang 70.000.000,00 Pengembangan Fasiiasi Usaha Mo
Peserta URUSAN g:ﬁg":nM“" Menjadi Usaha Keci Jumhusaha o yang
Bintek Usaha PEMERNTAR R NGA | porsentase o | Oremasi Jumih usaha 100 Pelaku dalam Per diasiiasi Produksi | 45000 Pelaku 1132.1695%
Kecil Menengah 'saha Mikro o Peningkatan miko yang Usaha roduks! dan dan Pengolahan, Pemasaran Usaha Mikro 1321695
KOPERAS! DAN UMKM yang naik kelas Pl naik kelas Pengoshan, Pemasaran, | 321 Fordoian Femasan,
UKM M:‘n; diﬁs:ha SDM, serta Desain dan , seria Desain dan [eknolog!
i Teknologi
Kecil
Pengembangan T Jamiah 30 Sarana 700.000.000,00
Sarana Sarana
Pemasaran pemasaran yang
Produk Usaha dikembangkan
Mikro Kecil
Menengah
Penyelenggaraan T Jamiah 70 Orang 70.000.000,00
Pelatihan Peserta
Manajemen
Kelembagaan
Koperasi Pondok
Pesanten
Program T Prosentase 5% 39600000000
Peningkatan Koperasi Ak
Kualtas
Kelembagaan
Koperasi
T Jamiah 30 Juman 6.000.000,00
Sosialisasi .
Prinsip-Prinsip Peserta e
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Pemahaman
Perkoperasian
Peningkatan SDM 1: Jumah 50 Jumiah 120.000.000,00
Pengelola Peserta Peserta
Koperasi Dan
Anggotanya
1: Jumlah 70 Jumiah 70.000.000,00 Pemeriksaan
Koperasi Koperasi dan
Pengawasan
Koperasi, Jumh Pengawasan Kekuatan,
Pengavasn don PENGAMASAN | perense Sopn by Kesetn, K,
rord J 2 impan patuh terhadap . Ketangguhan, serta BT 72 Koperasi
erhargaan DAN Koperasi yang 48,61% Pinjam/Unit peraturan 35 Koperasi Akuntabiltas Koperasi Jumiah koperasi yang diawasi At 175.367.000,00
Koperasi PEMERIKSAAN patuh Simpan Pinjam erundang- Kewenangan
Berprestasi KOPERASI Koperasi yang En danga“ng Kahupa(egjk ol
Wilayah
Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
Pembiaan dan T: Jumiah TKoperasi | 10.000.000,00
Pengawasan Koperasi
Pemberdayaan 1 Jumlah 70 Orang 140.000.000,00
dan peningkatan peserta
peran Dekopinda
Kabupaten
Pangandaran
5.286.600.000,00
Perdagangan
Program 1: Prosentase 55% 991.300.000,00
Perlindungan peningkatan
Konsumen dan pelaku usaha
Pengamanan yang tertib niaga
Perdagangan
Koordinasi 1+ Jumlah 25 Kali 70.000.000,00
Peningkatan koordinasi
Hubungan Kerja
Dengan Lembaga
Perlindungan
Konsumen
1: Jumlah 20 Jenis 136.000.000,00 Pengendalian
Barang dan Jasa PROGRAM E::::nlase Harga, dan Stok i‘;’;ﬁ‘h‘z:'a"g Zz:aé‘;:a" :;E:As;:
Peningkatan yang diawasi STABILISASI Keb uu?h an Barang Pokok dan Pokok d av?% aran Jumiah pelaksanaan Pemantauan
Pengawasan peredarannya HARGA BARANG Kebutuhan N 21 Barang " 9 Harga dan Stok Barang Kebutuhan N
Peredaran Barang KEBUTUHAN pokokdan ™% | Pokokdan Barang Penting Pokok Penting pada Pasar Pokok dan Barang Penting Pada 5 Kegiatan 13249179100
barang penting N yang terkendali Rakyat yang Terintegrasi N N
dan Jasa POKOK DAN Barang Penting ) N Pasar Rakyat yang Terintegrasi
yang harganya ara harga dan dalam Sistem Informasi
BARANG PENTING stabil &'a.;“glfi 7;:' stoknya Perdagangan
upaten/Kota
12 Jumlah paket 15000 60.000.000,00 Persentase Pengendalian Juriah Baran
yang disediakan Paket PROGRAM s Harga, dan Stok 9 .
STABILISAS! arang Barang Kebutuhan Pelaksanaan Operasi .
Operasi Pasar HARGA BARANG kebutuhan Kebutuhan Pokokdan X Pasar Reguler dan Pasar Jumiah Pelaksanaan Operasi .
Murah (OPM) KEBUTUHAN pokok dan 55% Pokok dan Barang Penting 3 Kali Khusus yang Berdampak Pasar Reguler dan Pasar Khusus 1 Kegiatan 25.000.000,00
POKOK DAN barang penting Barang Penting yang terkendali dalam 1 (satu) yang Berdampak
BARANG PENTING | Y27 haeenya di Tghat Pasar ;‘z’f:;a” Kabupaten/Kota
Pendataan Dan 12 Jumlah 3 35.000.000,00
Pemantauan Dokumen Dokumen
Barang Bersubsidi
(LPG, BBM Dan
Pupuk)
Pendidikan Dan 12 Jumlah 0 Peserta 255.300.000,00
Pelatihan Tgkl\is peser‘t;;‘/‘ang
mengikui
. 12 Jumlah alat 6000 Alat 200.000.000,00 PROGRAM Pelaksanaan
Pendampingan yang diera STANDARDISAS! Persentase Metrologi Legl, Jumah UTTP Pelaksanaan Metroogi Jumih eleksanaan Mebotgi
sera pen wga" PERDAGANGAN DAN peningkatan 51,28% Berupa Tera, {eragulan "on 2000 Unit Legal, Berupa Tera, Tera e Ibgma o Uk‘}: 40 Kegiatan 79.745.000,00
e PERLINDUNGAN tert ukur Tera Ulang, dan ekl Ulang %  lerm, 9
KONSUMEN Pengawasan
Pendataan Dan 12 Jumlah 1 16.000.000,00
Monitoring Toko Dokumen Dokumen
Swalayan
Peningkatan 12 Jumlah 500 Orang 150.000.000,00
Pemahaman peserta yang
Tentang Cukal mengikuti
llegal
Fasilitasi 1: Jumlah 25 Kali 70.000.000,00
penyelesaian pemasalahan
pemasalahan- yang
pemasalahan diselesaikan
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pengaduan
konsumen
Program 1 Prosentase %% 205.300.000,00
Peningkatan dan Peningkatan
Pengembangan Ekspore
Ekspor
T Jumiah 7 Produk 80.000.000,00
Promosi Produk- g
Produk Unggulan Produk yang
Sosialisasi T Jumlah 350 Orang 75.300000,00
Peningkatan peserta
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri
Sosialisasi T: Jumlah 0 Peserta 50.000.000,00
Standar Mutu Peserta
Produk (SNI
Program T Jumiah PKL 2700 90.000.000,00
Pembinaan dan Pedagang Pedagang
Pedagang Asongan yang
Kakilima dan dibina
Asongan
1 Jumlah 20 90.000.000,00 Pembinaan Jumigh
Kegatan Pedagang yang Pedagang Persentase Terhadap pengelola
diawasi PROGRAM sarana Pengelola N
Pengawasan Mutu PENINGKATAN distrbusi Sarana sarana Pembinaan dan Jumiah pengelola sarana distibusi
Dagangan PERDAGANGAN | SARANA perdagangan 1786% | Distribusi distrbusi 75 Orang Pengendalian Pengelol perdagangan yang dibina dan 250 2435000000
Pedagang F ! perdagangan Sarana Distrbusi criagar Pedagang 60000
DISTRIBUSI yang dibangun Perdagangan dikendalikan
Kakilma dan PERDAGANGAN an Masyarakat di yang Perdagangan
Asongan direvialisasi Wilayah k’“*““?""“
Kerjanya @pasitasnya
Program 1 Prosentase 26.92% 4.000.000.000,00
Peningkatan dan Pasar yang
Pengembangan dibangun dan
Pasar direvitalisasi
1 Jumlah Pasar 3 Unit 3.500.000.000,00 Persentase
PROGRAM sarana Pembangunan ;,'!‘s'(“rgz‘:?’a“
PENINGKATAN distriusi dan Pengeloiaan eriacangan penyediaan Sarana Jumlah Dokumen Perencanaan
Revitalisasi Pasar PERDAGANGAN SARANA perdagangan 1786% | Sarana "an gfb’.fg i 2 Unit Dis(zm italisasi Sarana 6 Dolumen 1.400.000.000,00
DISTRIBUSI yang dibangun Distribusi ¥ ang g gang Distribusi Perdagangan yang dibuat
PERDAGANGAN an Perdagangan an
direvitalisasi drevialisasi
T+ Jumiah 3 100.000.000,00 PROGRAM Pembangunan
Penyusunan Dokumen Dokumen PERDAGANGAN I;EN\N(;KATAN g:v:a::ngelohan Penyediasn Sarana 000
Amdal Pasar D\SJ T“ RJIBUSI Distribusi Distribusi Perdagangan '
PERDAGANGAN Perdagangan
1: Jumlah 2 dokumen 200.000.000,00 PROGRAM Pembangunan
Penyusunan DED Dokumen PERDAGANGAN ;EgmiKAMN g:v:a::ngelohan Penyediaan Sarana 0,00
Pasar DISTRIBUS Distribusi Distribusi Perdagangan '
PERDAGANGAN Perdagangan
1: Jumlah 2 dokumen 100.000.000,00 PROGRAM Pembangunan
Dokumen PENINGKATAN dan Pengeloiaan )
i PERDAGANGHN | SHRANA Sas D Pocagcen 000
PERDAGANGAN Perdagangan
T+ Jumiah 2 dokumen 100.000.000,00 PROGRAM Pembangunan
Penyusunan Dokumen PENINGKATAN dan Pengeloiaan Penyediaan Sarana
Andal Lalin PERDAGANGAN | - SR 1 S Distribusi Perdagangan 000
PERDAGANGAN Perdagangan
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas
Perdagangan dan Koperasi UMKM Kebupaten Pangandaran Tahun 2020,
disamping berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD)
Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kebupaten Pangandaran Tahun Tahun
2016-2021, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya

dari masyarakat.

Berbagai usulan dari masyarakat yang muncul di Musrenbang Desa
kemudian dibawa dalam Musrenbang Kecamatan, lalu diteruskan ke Perangkat

Daerah sesuai tupoksi.

Dari situ kemudian akan ditelaah untuk dibahas di dalam lingkup Perangkat
Daerah untuk ditindaklanjuti dalam draft Renja PD pada tahun yang akan datang.
Berbagai pertimbangan akan diambil untuk meneruskan atau menunda program
atau kegiatan usualan dari masrayarakat, mulai dari ketersediaan anggaran,
sampai pada bahan pendukung berupa proposal baik untuk pelatihan dan bantuan
peralatan, bukan kewenangan/ tidak diakomodir/ penyesuaian indikator dan

target/ penyesuian pendanaan. Untuk lebih jelasnya ada di tabel 2.4

Tabel 2.4 T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Pangandaran

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

Pelatihan Kerajinan Desa Jumlah peserta 70 Orang | Disatukan
Masyarakat Batumalang Pelatihan dengan
Kerajinan kegiatan
Masyarakat Pengembangan
Usaha Kecil
Menengah di
Ranwal (sebagai
Peserta)

2. | Revitalisasi Pasar desa Desa Jumlah Pasar 1 Unit Renja PD
Sindangsari Sindangsari yang

direvitalisasi

3. Kegiatan Peningkatan Desa Jayasari Jumlah Paket 2 Paket penyesuaian
Pengembangan Pasar dan peningkatan indikator dan

Bangunjaya pengembangan target
pasar

4. Pengadaan Sarana 5 Desa Jumlah sarana 20 Unit penyesuaian
Prasarana dan Kecamatan prasarana indikator dan
Penguatan Modal Usaha Mangunjaya yang diadakan target
Kecil dan Menengah
(UKM)

5. | Pelatihan Kerajinan Desa Cibogo Jumlah 1 Disatukan
Handycraft Kelompok kelompok Kelompok | dengan
Ibu-Ibu PKK Pelatihan kegiatan

Kerajinan Pengembangan
*)’”’; Dinas Pergadangan dan Koperasi UMKM 40
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Handycraft Usaha Kecil

Kelompok Ibu- Menengah di

Ibu PKK Ranwal (sebagai
Peserta)

6. | Pengembanan Wilayah Desa Jumlah peserta 100 Disatukan
peningkatan wirausaha, Karanggmulya Orang dengan
UMKM, BUMDesa dalam kegiatan
menggali Potensi Desa Pengembangan
(Pelatihan/keterampilan) Usaha Kecil

Menengah di
Ranwal (sebagai
Peserta)

7. | Bantuan Modal Desa Jumlah 2 penyesuaian
Kelompok Usaha Karangpawitan | kelompok kelompok | indikator dan
Bersama penerima target

bantuan modal

8. | Bantuan Modal Desa 2 bukan
Kelompok Usaha Karangpawitan kelompok | kewenangan
Bersama (KUBE)

9. | Peningkatan Kapasitan Desa 1 bukan
Keterampilan dalam Karangpawitan kegiatan kewenangan
Usaha Ekonomi Produktif
Masyarakat Miskin

10. | Pelatihan Home Industri Desa Jumlah peserta 50 Orang | Disatukan

Karangpawitan | pelatihan dengan
home industri kegiatan
Pengembangan
Usaha Kecil
Menengah di
Ranwal (sebagai
Peserta)
11. | Pelatihan Ketrampilan DESA Jumlah peserta 50 orang Disatukan
Usaha Industri Kerajinan | CIGANJENG pelatihan dengan
Ketrampilan kegiatan
Usaha Industri Pengembangan
- PELATIHAN KELOMPOK Kerajinan Usaha Kecil
PENGRAIJIN Menengah di
Ranwal (sebagai
Peserta)

12. | Bantuan Modal dan Desa Se Kec. 1 paket bukan
Pelatihan manajemen Parigi kewenangan
pengelolaan BUMDES

13. | pelatihan dan bantuan Desa Se Kec. Jumlah peserta 50 Orang | Disatukan
alat home industri Parigi dengan
pengolahan alat produk kegiatan
unggulan desa Pengembangan

Usaha Kecil
Menengah di
Ranwal (sebagai
Peserta)

14. | Pelatihan Perempuan Di Desa Se Kec. Jumlah peserta 50 Orang | Renja PD
Pedesaan dalam Bidang Parigi pelatihan
Ekonomi Produktif Perempuan Di

Pedesaan
dalam Bidang
Ekonomi
Produktif

15. | Bantuan Modal dan Desa Bojong 1 paket bukan
Pelatihan manajemen kewenangan
pengelolaan BUMDES

16. | Pembinaan dan Desa Bojong 2 bukan
Pelatihan Industri kelompok | kewenangan
Kerajinan

17. | pelatihan dan bantuan Desa Jumlah peserta 100 Disatukan
alat home industri Karangbenda pelatihan Orang dengan

=™ Dinas Pergadangan dan Koperasi UMKM
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Desa Cibenda

Dusun
Sinargalih

yang dibangun

pengolahan alat produk kegiatan

unggulan desa Pengembangan
Usaha Kecil
Menengah di
Ranwal (sebagai
Peserta)

18. | Peningkatan Kapasitas Desa Ciliang bukan
Pengurus BUMDes 1 kewenangan

19. | Percontohan Lahan Desa 1 Paket bukan
Produktif, Demplot, Karangbenda kewenangan
Pupuk dan Benih kelompok tani

sari asih 1-II-
1II-1V-V,
Bahagia, agri
sehati,
harapanmukti,
harapanmulya,
motekar, dan
KUBE

20. | pelatihan dan bantuan Desa 1 Paket Renja PD
alat home industri Karangbenda
pengolahan alat produk Kelompok
unggulan desa pengrajin sale,

opak,
rangginang,
ayaman dari
lidi kelapa,
KUBE dan
kelompok tani
DII.

21. | Penambahan Modal Desa 1 Paket bukan

BUMDes Karangbenda . kewenangan
BUMDes Tunas
Harapan
Sejahtera

22. | Sarana Pelatihan Home Desa Jumlah sarana 1 Paket Disatukan

Industri Karangbenda prasarana dengan
yang diadakan kegiatan
Pengembangan
Usaha Kecil
Menengah di
Ranwal (sebagai
Peserta)

23. | Pembinaan dan Desa Parigi Jumlah peserta | 40 Disatukan
Pelatihan Industri pelaku dengan
Kerajinan dan Produk usaha kegiatan
Unggulan Pengembangan

Usaha Kecil
Menengah di
Ranwal (sebagai
Peserta)

24. | Pelatihan Perempuan Di Desa Jumlah peserta 100 Renja PD
Pedesaan dalam Bidang karangjaladri pelatihan Orang
Ekonomi Produktif Perempuan Di

Pedesaan
dalam Bidang
Ekonomi
Produktif
25. | Pengembangan Usaha Desa Bojong Jumlah peserta 100 Renja PD
ekonomi Masyarakat Pengembangan | Orang
Usaha ekonomi
Masyarakat
26. | Pembangunan Pasar Desa Cibenda Jumlah Pasar 1 Unit Renja PD

isdaglcc
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27. | Percontohan Budidaya Desa Bojong 1 paket bukan
Perikanan kewenangan
28. | Pengembangan Wilayah Desa Jumlah Peserta | 50 Orang Disatukan
Peningkatan Wirausaha, Karanggmulya dengan
UMKM, Bumdesa Dalam kegiatan
Menggali Potensi Desa Pengembangan
(Pelatihan/Keterampilan) Usaha Kecil
Menengah di
Ranwal (sebagai
Peserta)

m__._)
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BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.1.1 Kebijakan Nasional
A. Kebijakan Kementerian
a. Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

1) Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi,
teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam
dan luar negeri;

2) Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya;

3) Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem
pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan,
pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi,
intermediasi pasar, dan kemitraan;

4) Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di
berbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi
masyarakat;

5) Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi
muda dan kelompok produktif lainnya;

6) Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan
perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan, serta
peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan

7) Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat-
daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku

kepentingan lainnya.
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b.

Kebijakan Kementerian Perdagangan

1) Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama

2) Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hub
perdagangan internasional

3) Meningkatkan diversifikasi produk ekspor

4) Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing
produk nasional

5) Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM)

6) Meningkatkan perlindungan konsumen

7) Meningkatkan efesiensi sistem distribusi & logistik

8) Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan

3.1.2 Kebikajan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

A. Kebijakan Dinas Provinsi

a. Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

1. Peningkatan Pemahaman Anggota Melalui Diklat Perkoperasian

2. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dalam memanfaatkan ICT dan
Jaringan Pemasaran

3. Peningkatan Koperasi Aktif

4. Peningkatan kepatuhan Koperasi untuk Menerapkan Nilai dan
Prinsip Koperasi

5. Peningkatan Kemandirian Koperasi

6. Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Koperasi untuk
Menjangkau Pasar Terutama dalam Promosi Produk, Akses
Informasi Pasar dan Saluran Pemasaran

7. Pengembangan Kapasitas Koperasi untuk Berinovasi dalam
Pengembangan dan Layanan bagi Anggota

8. Peningkatan Akses Pemasaran Berbasis ICT

9. Peningkatan Kualitas Produk UMKM

10. Peningkatan Jejaring Usaha UMKM

11. Peningkatan Iklim Usaha di Pesantren
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b. Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan

teknologi

2. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan

pasar dalam dan luar negeri serta perlindungan konsumen dan pasar

tradisional

3.1.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran

A. Visi Kabupaten Pangandaran

"KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA
BERKELAS DUNIA"

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Pangandaran

Tujuan Wisata

Kelas Dunia

: meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kabupaten

Pangandaran dan semua warganya yang berada dalam
suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang

berkembang sejak tahun 2012 hingga sekarang.

: Simpul-simpul kegiatan pariwisata exiting maupun

simpul baru yang berpotensi untuk dikembangkan
ditata secara terpadu dengan menonjolkan ke-khasan

potensi masing-masing

: Terpenuhinya standar kualitas yang tinggi untuk

infrastruktur, fasilitas dan lingkungan alami serta

pelaku wisata dan masyarakat.

B. Misi Kabupaten Pangandaran

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan

melayani

2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian

pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan

3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas

4, Memperkuat katahanan nilai-nilai kearifan lokal

5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dn

berdaya saing

Disd
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Dinas Dagkop UMKM
Dinas Pertanian
Dinas PU & TR

6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan
dan berkelanjutan

Misi Keenam : Membangun perekonomian yang tangguh, maju,
berkeadilan dan berkelanjutan. Dimaksudkan untuk meningkatkan
kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha
yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan
pariwisata yang berdaya saing dan bekelanjutan, meningkatkan ketahanan

pangan, serta mengembangkan sistem pembiayaan daerah terpadu.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-6 maka dirumuskan Perencanaan

Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-6 sebagai berikut :

Dinas Dagkop UMKM
Dinas KB & PPA
Dinas PU & TR
Dinsos PMD
Disdikpora
Disnakerin

Dinkes

Kesenjangan
Antar
Wilayah

Dinsos PMD Perekonomian Yang
Dinas KPKP Tangguh, Maju
Disparbud Berkeadilan & Disnakerin

Berkelanjutan

Tingkat
Pengangguran

Ekonomi
Sektor
Unggulan

Gambar 3.1
Perencanaan Terintegrasi Misi 6

C. Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021:

1. Reformasi birokrasi
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2. Kualitas lingkungan hidup

3. Kualitas infrastruktur dasar, pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan
dan pariwisata

4. Penurunan resiko bencana

5. Penguatan kearifan lokal

6. Kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan pemerintahan,

7. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta pemberdayaan dan

kesetaraan gender
8. Daya saing sumberdaya manusia (SDM)

9. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosoial

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan (DPMPTSPKP) merupakan suatu
proses yang berorientasi, pada hasil yang ingin dicapai selama kuruh waktu 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin
timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan yang setidaknya
memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program serta, ukuran

keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan
Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan
stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem
Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan
Perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi, pemerintah dapat Ilebih
menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang

dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

3.2.1.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
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menengah daerah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas

Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.
Adapun tujuan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran
yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) 2016 - 2021 yaitu:

1) Mewujudkan Reformasi Birokrasi
2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor koperasi yang berkualitas
3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor usaha mikro yang berkualitas

4) Terwujudan perdagangan yang berdaya saing

3.2.1.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas

Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran.

Sasaran adalah penjabaran dari suatu tujuan secara terukur yaitu sesuatu
yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu oleh instansi

pemerintah untuk merumuskan yang lebih spesifik, terukur.

Adapun sasaran langsung yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan

Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perdagangan dan Koperasi UMKM
2) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor koperasi

3) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor usaha mikro

4) Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas

Untuk menilai pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator

kinerja:
1) Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
2) Prosentase Koperasi Aktif

3) Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM
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4) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB

3.2.1.3 Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang
diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
Kabupaten Pangandaran sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran
organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan
ketersediaan sumber daya organisasi. Strategi Dinas Perdagangan dan Koperasi
UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kinerja Aparatur
2) Penguatan tertib niaga

3) Penguatan sinergitas antar stakeholder untuk menghadapi persaingan usaha

pada ekonomi global
4) Pembinaan Pegagang Kakilima dan Asongan

5) Memperkuat pasar lokal dan mengembangkan pasar regional, nasional

maupun internasional

6) Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat

untuk meningkatkan pendapatan Usaha Mikro

7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produk serta fasilitasi

pemasaran secara online dan offline
8) Penyertaan modal bagi koperasi yang kurang sehat

9) Pembinaan koperasi yang berkesinambungan

3.2.1.4 Arah Kebijakan

Sedangkan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1) Pemantauan Kinerja Sumberdaya Aparatur

2) Pembangunan iklim dunia usaha yang kondusif dan budaya tertib niaga untuk

pengembangan dunia usaha

3) Fasilitasi kerjasama kemitraan dalam rangka perluasan jejaring pemasaran

antar daerah dan pengembangan ekspor

4) Pembinaan Pegagang Kakilima dan Asongan
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5) Pembangunan dan revitalisasi pasarrakyat serta pembatasan pasar modern
6) Pelatihan manajemen, kualitas produk dan tekhnologi pemasaran

7) Peningkatan dan pengembangan usaha mikro

8) Pembinaan lingkungan sosial lingkup usaha mikro

9) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

10) Pembubaran koperasi pasif

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis
daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah

kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah
adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat
daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil
(outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah
Pemerintah Kabupaten Tahun 2020 berisi program dan kegiatan, baik untuk
mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi
pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan
pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan
kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan
pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah

dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh
perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah
Tahun 2021 dan prakiraan maju Tahun 2022. Penyajian program dan kegiatan
dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan vyang

menjadi kewenangan.

Rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel T-C.33 berikut.
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http://sikd.pndkab.local/sikd/index.php?par=RnJtUmVuc3RyYUtlYmlqYWthblNhdGtlcjo6bW9kdWwvc2lrZF8yMDExL2xha2lwL2Zvcm0vZnJtX3JlbnN0cmFfa2ViaWpha2FuX3NhdGtlci5waHA6Og%3D%3D&mode=vw&idPeriode=5161609055314039&idRenstra=2019190130420885&idUnit=2019181205416320&idKebijakan=2019190219424333&accRight=r
http://sikd.pndkab.local/sikd/index.php?par=RnJtUmVuc3RyYUtlYmlqYWthblNhdGtlcjo6bW9kdWwvc2lrZF8yMDExL2xha2lwL2Zvcm0vZnJtX3JlbnN0cmFfa2ViaWpha2FuX3NhdGtlci5waHA6Og%3D%3D&mode=vw&idPeriode=5161609055314039&idRenstra=2019190130420885&idUnit=2019181205416320&idKebijakan=2019190219424334&accRight=r
http://sikd.pndkab.local/sikd/index.php?par=RnJtUmVuc3RyYUtlYmlqYWthblNhdGtlcjo6bW9kdWwvc2lrZF8yMDExL2xha2lwL2Zvcm0vZnJtX3JlbnN0cmFfa2ViaWpha2FuX3NhdGtlci5waHA6Og%3D%3D&mode=vw&idPeriode=5161609055314039&idRenstra=2019190130420885&idUnit=2019181205416320&idKebijakan=2019190219424335&accRight=r
http://sikd.pndkab.local/sikd/index.php?par=RnJtUmVuc3RyYUtlYmlqYWthblNhdGtlcjo6bW9kdWwvc2lrZF8yMDExL2xha2lwL2Zvcm0vZnJtX3JlbnN0cmFfa2ViaWpha2FuX3NhdGtlci5waHA6Og%3D%3D&mode=vw&idPeriode=5161609055314039&idRenstra=2019190130420885&idUnit=2019181205416320&idKebijakan=2019190219424336&accRight=r
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Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kabupaten Pangandaran

Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kab. Pangandarang

Prakiraan Maju Rencana

Kode Rencana Tahun 2021 Tahun 2022
8 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
s| 29 § é -2 | Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan . Target Kebutuhan Sumber Penting Target Kebutuhan
g 3 g = 5 K Lokasi Capaian Danal Pagu Dana Capaian Danal Pagu
S | @3 & 2 s Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
w
3:\:‘{(\!\3 PERDAGANGAN DAN KOPERASI 6.366.589.943 7.003.248.937
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3 30 PERDAGANGAN 5.059.053.413 5.564.958.754
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1. Persent rana prasarana kantor van
X | Xx | 1 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ - Persentase sarana prasarana kantor yang 100% 3.397.456.622 100% 3.737.202.284
KOTA terpenuhi
2, P(_ersenta_se laporan keuangan dengan 100% 100%
kualitas baik
3. Persentase peningkatan kompetensi 100% 100%
aparatur ° ’
4. Persentase perencanaan dan evaluasi 100% 100%
kinerja yang berkualitas ° ’
X XX 1 2,01 Pgren_canaan, Penganggaran, dan Evaluasi 1._ Persentase perencanaan kinerja yang 100% 37.366.000 100% 41.102.600
Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu
2. Persentase dokumen penganggaran o o
kinerja yang disusun tepat waktu 100% 100%
3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang 100% 100%
disusun tepat waktu ° ’
X XX 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen perencanaan perangkat Disdagkop 2 31.333.000 | APBD Kab. 2 34.466.300
Daerah daerah yang tersusun UMKM Dokumen Dokumen
X | xx | 1 |201| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumiah evaluasi yang dilaksanakan dan Disdagkop | 3} 4550an 6.033.000 | APBD Kab. 3 Laporan 6.636.300
dilaporkan UMKM
X | xx | 1 | 20 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase unit kerja yang menyusun 100% 2.382.577.672 100% 2.620.835.439
laporan kinerja keuangan dengan baik
X | xx | 1 | 202| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumiah ASN yang mendapat fasilftasi Disdagkop 190rang | 2313855922 | APBD Kab. 190rang | 2.545.241.514
penyediaan gaji dan tunjangan UMKM
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Disdagkop 12 12
X XX ! 202 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Keuangan SKPD UMKM Dokumen 27.000.000 | APBD Kab. Dokumen 29.700.000
12 12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Disdagkop Kegiatan Kegiatan
X XX ! 202 5 Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan UMKM dan 1 40682.750 | APBD Kab. dan 1 44.751.025
Laporan Laporan
<
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Kode

Rencana Tahun 2021

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2022
S Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
c og E s s ; ; . Target Kebutuhan : Target Kebutuhan
[ = Daerah Pi K K K P
g g g g -} 5 aerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan egiatan Lokasi Capaian Danal Pagu sg,:::r enting Capaian Danal Pagu
= [ < 2 Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(72}
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumiah Taporan keuangan Disdagkop
X XX 1 2,02 7 . Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang 2 Laporan 1.039.000 | APBD Kab. 2 Laporan 1.142.900
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun UMKM
Administrasi Barang Milik Daerah pada Jumlah barang milik daerah pada perangkat o o
X X 1 2,03 Perangkat Daerah daerah dalam kondisi baik 100% 27.000.000 100% 29.700.000
7 Jenis 7 Jenis
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang Disdagkop dan dan
X XX 1 2,03 6 SKPD dikelola UMKM 399 27.000.000 | APBD Kab. 399 29.700.000
Unit/Buah Unit/Buah
Administrasi Pendapatan Daerah Persentase peningkatan retribusi yang
X XX 1 204 Kewenangan Perangkat Daerah diterima Perangkat Daerah 100% 143.400.000 100% 157.740.000
X | XX | 1 | 204 | 6 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah waijib retribusi yang ditetapkan B;\sll(li(a'\%kop 2 Objek 118.800.000 | APBD Kab. 2 Objek 130.680.000
X XX 1 2,04 7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah pengelolaan retribusi yang di laporkan B;\sll(li(a'\%kop 12 Laporan 24.600.000 | APBD Kab. 12 Laporan 27.060.000
- . . Persentase Administrasi umum Perangkat o o
X XX 1 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Daerah yang baik 100% 22.920.000 100% 25.212.000
12 12
X XX 1 2,05 4 Koord|na5|ldan Pelaksanaan Sistem Informasi Jumlah koprd|na3| pglaksanaan sistem informasi | Disdagkop Kegiatan 22.920.000 | APBD Kab. Kegiatan 25,212,000
Kepegawaian kepegawaian yang dilaksanakan UMKM dan 12 dan 12
Laporan Laporan
X | xx | 1 | 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah g:z:’a‘;]a" Administrasi Umum Perangkat 100% 283.323.927 100% 311.656.320
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Disdagkop . .
X XX ! 206 ! Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang disediakan UMKM 7 Jenis 1.292.700 | APBD Kab. 7 Jenis 1.421.970
X | Xx | 1 | 206 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor j};”;éaigk‘;ﬁra'ata” dan Perlengkapan Kantor Bﬁ‘:ﬁ,\%k‘)p 110 Jenis 50.965.317 | APBD Kab. 110 Jenis 65.961.849
. Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disdagkop . .
X XX 1 2,06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga disediakan UMKM 20 Jenis 15.000.552 | APBD Kab. 20 Jenis 16.500.607
. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Disdagkop . .
X XX 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan UMKM 6 Jenis 43.522.358 | APBD Kab. 6 Jenis 47.874.594
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Disdagkop . .
X XX ! 206 6 Perundang-undangan Perundang-undangan yang disediakan UMKM 10 Jenis 11.280.000 | APBD Kab. 10 Jenis 12.408.000
140 140
N —_— . . Kegiatan Kegiatan
X XX 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Disdagkop dan 132.463.000 | APBD Kab, dan 145.709.300
Konsultasi SKPD yang diselenggarakan UMKM 140 140
Laporan Laporan
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Disdagkop . .
XXX 1 1208 1 11 | Berbasis Elektronik pada SKPD Elektronik yang dilaksanakan UMKM 1Sistem 19.800.000 | APBD Kab. Sistem 21.780.000
X XX 1 207 Pengadaan Ba.rang Milik Daerah Penunjang Persentase. pquadaan Barang Milik Daerah 100% 207.277.594 100% 228.005.353
Urusan Pemerintah Daerah yang terealisasi
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Kode

Rencana Tahun 2021

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2022
S Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
£ og E s s ; ; I Target Kebutuhan ; Target Kebutuhan
[ = Daerah Pi K K K P
g g g g E 5 aerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan egiatan Lokasi Capaian Danal Pagu sg:,::r enting Capaian Danal Pagu
= [ < 2 Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(72}
3 Jenis 3 Jenis
X | xx | 1 | 207 | 5 | Pengadaan Mebel Jumiah mebel yang diadakan D psagkop dn 22.727.586 | APBD Kab. dan 25,000,345
Unit/Buah Unit/Buah
5 Jenis 5 Jenis
N Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disdagkop dan dan
X XX 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan UMKM 15 64.550.008 | APBD Kab. 15 71.005.009
Unit/Buah Unit/Buah
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Disdagko| 2 Unit 2 Unit
X | xx | 1 |20 ] 9 g 9 9 ! 9 g Y gkop dan 120.000.000 | APBD Kab. dan 132.000.000
Lainnya yang diadakan UMKM M2 M2
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase jasa penunjang urusan o o
X XX 1 2,08 Pemerintahan Daerah pemerintahan yang disediaka 100% 160.222.225 100% 176.244.448
X XX 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan Bl’\sﬂ(li(a'\%kop 3200 Buah 3.410.000 | APBD Kab. 3200 Buah 3.751.000
. I . I . . 2 Rekening 2 Rekening
X XX 1 2,08 2 Penygd@an Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jym!ah lJasal Komunikasi, Sumber Daya Air dan Disdagkop dan 12 55.200.225 | APBD Kab. dan 12 60.720.248
dan Listrik Listrik disediakan UMKM
Bulan Bulan
12 Bulan 12 Bulan
Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yan Disdagko| dan dan
X | xx | 1 |208| 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor umia YV yang gkop 5 Orang 101.612.000 | APBD Kab. 5 Orang 111.773.200
disediakan UMKM
atau atau
3 Layanan 3 Layanan
X XX 1 2,00 Pemelllharaan Barang Mlll!( Daerah Perseptase prasarana yang baik dan layak 100% 133.369.204 100% 146.706.124
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah fungsi
Eg;y;i(:::?;a‘:]asdaargzzl;(h;;adgrg;ya Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Disdagkol
X XX 1 2,09 1 Perorangan D}nas ataljJ Kendaraan Dinas dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau UMKI\?I P 1 Unit 41.183.204 | APBD Kab. 1 Unit 45.301.524
Jabatang Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya ‘Iilojs‘n;'nl:Iri]hJa?::npinggrac;:snﬁe%:%aan Kendaraan Disdagko
X XX 1 2,09 2 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas O erasfonajl at’au Lapangan van UMKI\?I P 8 Unit 81.000.000 | APBD Kab. 8 Unit 89.100.000
Dinas Operasional atau Lapangan nas Op pangan yang
disediakan
X | xx | 1 | 209 | 6 | Pemelharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sumah Peralatan dan Wesin Lainnya yang D cagkop 35 Unit 6.000.000 | APBD Kab. 35 Unit 6.600.000
X XX 1 2,09 9 Pemeliharaan/RehabiIitasi Gedung Kantor dan Jumlah Gedulr)g Kantor dan Bangunan Lainnya Disdagkop 2 Unit dan 5.186.000 | APBD Kab. 2 Unit dan 5.704.600
Bangunan Lainnya yang direhabilitasi UMKM ... M2 ... M2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentase sarana distribusi perdagangan 5 o
3 30 3 DISTRIBUSI PERDAGANGAN yang dibangun dan direvitalisasi 25,00% 1.424.360.000 25,00% 1.566.796.000
3 30 3 2,01 P.eml.oang.unan dan Pengelolaan Sarana Jymlah sarana (.]IStI:Ibu.SI p.erdagangan yang 2 Unit 1.400.000.000 2 Unit 1.540.000.000
Distribusi Perdagangan dibangun dan direvitalisasi
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Prakiraan Maju Rencana

Kode Rencana Tahun 2021 Tahun 2022
S Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
c og E s s ; ; . Target Kebutuhan : Target Kebutuhan
[ = Daerah Pi Ki K K P
g g g g -} 3 aerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan egiatan Lokasi Capaian Danal Pagu sgr:::r enting Capaian Danal Pagu
= [ < 2 Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(72}
Jumlah Dokumen Perencanaan 1 1
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Dokumen 1.400.000.000 | APBD Kab. Dokumen
Perdagangan yang dibuat
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Jumlah pengelola sarana distribusi
3 30 3 2,02 Distribusi Perdagangan Masyarakat Di peng ) . 75 Orang 24.360.000 75 Orang 26.796.000
: : perdagangan yang meningkat kapasitasnya
Wilayah Kerjanya
3 30 3 202 1 Pembmagn Qan f’engendallan Pengelola Jumlah plengelola'sarana' distribusi perdagangan | Kab. 75 Orang 24.360.000 | APBD Kab. 75 Orang 26.796.000
Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina dan dikendalikan Pangandaran
PROGRAM STABILISAS| HARGA BARANG Persentase barang kebutuhan pokok dan
3 30 4 KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG - 9 poxo: 71,43% 157.491.791 71,43% 173.240.970
PENTING barang penting yang harganya stabil
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan 21 Baran 21 Baran
3 30 4 2,02 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Barang Penting yang terkendali harga dan 9 157.491.791 9 173.240.970
X Pokok Pokok
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota stoknya
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Jumlah pelaksanaan Pemantauan Harga dan
Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Kab. . .
3 30 4 2,02 2 yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Stolearang Kebutuhan Pokok dan Blarang . Pangandaran 5 Kegiatan 132.491.791 | APBD Kab. 5 Kegiatan 145.740.970
Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi
Perdagangan
Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler Kab.
3 30 4 2,02 3 Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) P 9 . 1 Kegiatan 25.000.000 | APBD Kab. 1 Kegiatan 27.500.000
dan Pasar Khusus yang Berdampak Pangandaran
Kabupaten/Kota
PROGRAM STANDARDISASI DAN . o o
3 30 6 PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase UTTP yang tertib ukur 51,28% 79.745.000 51,28% 87.719.500
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Jumlah UTTP yang ditera, tera ulang, dan . .
3 30 6 2,01 Tera Ulang, dan Pengawasan diawasi 2000 Unit 79.745.000 2000 Unit 87.719.500
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Jumlah pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Kab. 40 40
3 30 6 201 ! Tera Ulang Tera, Tera Ulang Pangandaran Kegiatan 79.745.000 | APBD Kab. Kegiatan 87.719.500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.307.536.530 0 1.438.290.183
PROGRAM PENGAWASAN DAN .
2 17 3 PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi yang patuh 48,61% 175.367.000 48,61% 192.903.700
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,
2 17 3 2,01 Koperas! Slmpan.ijamlUmtSmpan Pinjam | Jumlah koperasi yang patuh terhadap 35 i 175.367.000 35 ) 192.903.700
Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya peraturan perundang-undangan Koperasi Koperasi
dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kab 72 72
2 17 3 2,01 1 Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Jumlah koperasi yang diawasi ) Koperasi 175.367.000 | APBD Kab. Koperasi 192.903.700
. Pangandaran ) .
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Aktif Aktif
2 17 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro yang naik kelas 0,05% 1.132.169.530 0,05% 1.245.386.483
Pengembangan Usaha Mikro dengan
2 17 8 2,01 Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Jumlah usaha mikro yang naik kelas 5 Pelaku 1.132.169.530 5 Pelaku 1.245.386.483
Usaha Kecil
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Prakiraan Maju Rencana
Kode Rencana Tahun 2021 Tahun 2022
S Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Catatan
£ og E s 5 ; ; I Target Kebutuhan ; Target Kebutuhan
s d s | 8 Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kegiatan 9 Pent 9 ebutuha
g é E ) 2 E’ 9 9 9 g Lokasi Capaian Danal Pagu Sgr::aer enting Capaian Danal Pagu
= o3 5 < 2 Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
(72}
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil Jumiah usaha miko yang difasiltasi
dalam Pengembangan Produksi dan : Kab. 45.000 45.000
2 17 8 2,01 1 Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain gengembangan Produksi dan Pengolahan, ‘ Pangandaran Pelaku 1.132.169.530 | APBD Kab. Pelaku 1.245.386.483
dan Teknologi emasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
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BAB 4

RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis
daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah

kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah
adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat
daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil
(outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah
Pemerintah Kabupaten Tahun 2020 berisi program dan kegiatan, baik untuk
mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi
pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan
pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan
kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan
pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah

dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh
perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah
Tahun 2021 dan prakiraan maju Tahun 2022. Penyajian program dan kegiatan
dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang

menjadi kewenangan.
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I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Administrasi Umum

Disd

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Masukan : Jumlah Dana Rp 6.010.000
Keluaran : Jumlah surat yang dikelola 3000 surat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Masukan : Jumlah Dana Rp 75.746.315
Keluaran : Jenis dan Jumlah rekening jasa sumber daya yang
dibayar tiap bulan 2 rekening
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Masukan : Jumlah Dana Rp 32.700.000
Keluaran : Jumlah kendaraan yang berijin 9 unit
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Masukan : Jumlah Dana Rp 52.200.000
Keluaran : Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan 3 orang
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Masukan : Jumlah Dana Rp 107.912.500
Keluaran : Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala 2
Gedung Kantor
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Masukan : Jumlah Dana Rp 304.350.251
Keluaran : Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli 110 jenis
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Masukan : Jumlah Dana Rp 305.952.575
Keluaran : Jenis dan Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan 7
jenis
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Masukan : Jumlah Dana Rp 28.299.601
Keluaran : Jumlah dan Komponen Listrik yang dibeli 7 jenis
i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Masukan : Jumlah Dana Rp 44.781.133
Keluaran : Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Dibeli 7
Jenis
j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Masukan : Jumlah Dana Rp 18.000.000
Keluaran : Jenis bahan bacaan yang dibeli tiap bulan 10 media
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Penyediaan Makanan dan Minuman

Masukan : Jumlah Dana Rp 160.690.000

Keluaran : Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 4 jenis

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp 432.045.000

Keluaran : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah yang diikuti 160 kali

. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Masukan : Jumlah Dana Rp 69.365.000

Keluaran : Jumlah Kendaraan Operasional 2 unit

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Masukan : Jumlah Dana Rp 134.870.806

Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung kantor 10 unit

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Masukan : Jumlah Dana Rp 252.518.190

Keluaran : Jumlah perlatan gedung kantor 7 unit

Pengadaan Mebeleur

Masukan : Jumlah Dana Rp 261.608.618

Keluaran : Jumlah mebeleur 1 paket

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Masukan : Jumlah Dana Rp 68.581.312

Keluaran : Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara rutin/berkala 1
mobil

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenaraan Dinas/Operasional

Masukan : Jumlah Dana Rp 115.201.680

Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
rutin/berkala 8 kendaraan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Kantor

Masukan : Jumlah Dana Rp 27.000.000

Keluaran : Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara 2
gedung kantor

Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor

Masukan : Jumlah Dana Rp 250.000.000

Keluaran : Jumlah Gedung Kantor yang disediakan 2 gedung

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Masukan : Jumlah Dana Rp 42.916.000

Keluaran : Jumlah Jasa Administrasi Keuangan 1 orang
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2. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a.

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Masukan : Jumlah Dana Rp 19.060.650

Keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya 50 set
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Masukan : Jumlah Dana Rp 37.485.000

Keluaran : Jumlah pakaian dinas khusus hari-hari tertentu 100 set
Pendidikan dan Pelatihan Formal

Masukan : Jumlah Dana Rp 90.000.000

Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti 10 orang

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Masukan : Jumlah Dana Rp 22.350.000

Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti 45 orang

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Masukan : Jumlah Dana Rp 26.709.400

Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti 50 orang

3. Administrasi Keuangan

a.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Masukan : Jumlah Dana Rp 191.004.000

Keluaran : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 3 laporan

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

Masukan : Jumlah Dana Rp 7.000.000

Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran 2 laporan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Masukan : Jumlah Dana Rp 7.000.000

Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 laporan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Masukan : Jumlah Dana Rp 2.365.884.572

Keluaran :Jumlah ASN 17 ASN

4. Perencanan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a.

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Masukan : Jumlah Dana Rp 39.033.000

5
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Keluaran : Jumlah dokumen 1 dokumen

b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen

Perencanaan
Masukan : Jumlah Dana Rp 83.222.000
Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan 6 dokumen

I1. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, KECIL DAN USAHA MIKRO
(UMKM)

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan,

kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan
Para Pemangku
a. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
Masukan : Jumlah Dana Rp 375.449.500
Keluaran : Jumlah Pelaku UMKM 250 Pelaku UMKM
b. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Masukan : Jumlah Dana Rp 607.472.000

Keluaran : Jumlah dokumen 1 dokumen

III. PROGRAM PENGEMBANGAN (UMKM)
1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha

Menjadi Usaha Kecil

a. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan
Tekhnologi
Masukan : Jumlah Dana Rp 5.089.750.906
Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi 250 Pelaku Usaha

Mikro

IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang
Wilayah Keanggotannya dalam Kabupaten/Kota
a. Peningkatan dan Pemahaman Pengentahuan Perkoperasian Serta
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Masukan : Jumlah Dana Rp 274.149.000

Keluaran : Jumlah Koperasi 30 Koperasi
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V. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit

Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah

Kabupaten/Kota

a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta
Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana Rp 71.966.000
Keluaran : Jumlah Koperasi Aktif 72 Koperasi Aktif

b. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-
Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana Rp 10.178.000

Keluaran : Jumlah Koperasi yang diperiksa 72 Koperasi Aktif

VI. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
Yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan

Kabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana Rp 15.148.000
Keluaran : Jumlah Koperasi 35 Koperasi Aktif

VII. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanya dalam
Daerah Kabupaten/Kota
a. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar,
Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi
Masukan : Jumlah Dana Rp 137.399.500

Keluaran : Jumlah Koperasi 30 Koperasi

VIII. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING
1. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting
a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Pentin Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi

Perdagangan
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Masukan : Jumlah Dana Rp 174.219.908
Keluaran : Jumlah Kegiatan Pengawasan 4 kegiatan
b. Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak
Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana Rp 49.109.300
Keluaran : Jumlah Paket yang disediakan 5000 paket

2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida
Bersubsidi
Masukan : Jumlah Dana Rp 13.584.900
Keluaran : Jumlah Dokumen 3 dokumen

3. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Masukan : Jumlah Dana Rp 13.584.900

Keluaran : Jumlah Dokumen 2 dokumen

IX. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

a. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
Masukan : Jumlah Dana Rp 17.235.000
Keluaran : Jumlah UTTP yang diawasi 1500 unit

b. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Masukan : Jumlah Dana Rp 358.689.000
Keluaran : Jumlah alat yang ditera 1500 unit

X. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri
a. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat

Kabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana Rp 100.038.000
Keluaran : Jumlah produk yang dipromosikan 7 produk

b. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di

Tingkat Kabupaten/Kota
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Masukan : Jumlah Dana Rp 151.146.900

Keluaran : Jumlah peserta 450 orang

XI. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
1. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan

Kabupaten/Kota
Masukan : Jumlah Dana Rp 400.647.000
Keluaran : Jumlah peserta 1000 orang

XII. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat
di wilayah kerjanya
a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Masukan : Jumlah Dana Rp 89.787.000
Keluaran : Jumlah Pedagang yang dibina 2500 pedagang
2. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
Masukan : Jumlah Dana Rp 1.234.700.000
Keluaran : Jumlah dokumen 5 dokumen
3. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Masukan : Jumlah Dana Rp 75.074.000

Keluaran : Jumlah dokumen 1 dokumen
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BAB 5

PENUTUP

Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas

Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, akan

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang pada hakekatnya
merupakan rencana capaian kinerja tahun yang bersangkutan, disusun dengan
memperhatikan program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Dinas
Perdagangan dan Koperasi UMKM 2016-2021 serta mengacu Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 dan telah sesuaikan dengan pemetaan
Permendagri Nomer 90 tahun 2019. Bahwa untuk mencapai visi dan misi yang
telah  ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah/Rencana Stratejik Tahun 2016 - 2021 maka ditetapkan Program dan
Kegiatan tahunan serta kebijakan/strategi untuk mengerahkan segala potensi

dan mengurangi keterbatasan/kendala yang ada dalam mencapai visi dan misi.

. Bahwa Program dan Kegiatan yang rencana dilaksanakan pada tahun 2021

dititikberatkan pada peningkatan efektifitas pelayanan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat khususnya pada bidang Perdagangan dan Koperasi
UMKM.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan

Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 yang disusun dengan

harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan tahun 2020 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebagaimana dalam visi dan misi Perangkat Daearah.

Disd
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Parigi, 17 November 2020
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RENSTRA PD INPUT SIMRAL

RKPD INPUT SIPD

PPAS/RAPBD INPUT SIPD

ol — I I voan | oo | 2 o | e o
INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN | BIDANGURUSAN [  PROGRAM INDIKATOR | KEGIATAN INDIKATOR | SUBKEGATAN ANGGARAN | BIDANGURUSAN |  PROGRAM INDIKATOR | KEGWTAN INDKATOR | SUBKEGATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN ANGGARAN
BIDANG KEGITAN PROGRAM ralies KEGATAN | ooaTox KEGIATAN suB PROGRAM | bt o KEGRTAN | NotToR suB
URUSAN KEGATAN KEGATAN
PeraPenanglu
T Jomeh Pewra | 700mng | 7000000000 Persentase Usaha Pengenbangan Fasiad Usata 1o Pengenbangan Tasiias Usara Wit
URUSAN URUSAN Jumiah ushamio yang
Wiko Yang Diasilas Usaha Mivo WenjaciUsaha Kecl Usehaivo MenjadiUsaha Kecl dolem
PENERINTAH | Progem Jumiah Usaha PEMERINTAH | PROGRAM Persentase Jumiah usha asitas pengembangan
Bk Usha e e P gen | PethanOan 1| dengen retast | sumianusaba | 100 P | daam engemangan | i U 250p | g0 00500 | B R | Cersnise 1| dongen Otz | MSPUE02, | 100 o | Pengembengen P om0 peaia J—
fenengeh u UsehalMivo Peringlatan Siala Usa dan Pengolan UsshaMico
KOPERASIDAN | UM B0 vy e e | dtastas KOPERASIDAN | UMK yang ik kelas s [eas Pemasaren, SOV, era Desain
KM ing Ada Usaha Keci Desain dan Tethnologi KM Usaha Keci Desai dan Telnologi __| 92" Te400d!
Tl Saara | 0Soaa | T00000® | yrpe Persentase Usaha Pengenbengan Fasitas Usaha Mo
Pengenbangan | pemasaran yang US| rogan Wiko Yeng Diasitas Usaha Mivo VenjgUsabaKeol |
Sarana Pemasaran | ckembangkan e Progan | PebthanDan 10| dengan Qentasi | wmiahusana | 100Pois | deam Ponemtangan sl 250 Pelas 000
Sk Ushatins B | Feraemens Ui Moy | e .
Kecl Menengah ome Dibanding Useha Miro Usaha Merjadi Pemasaran, SOM sela
Usaha Keol Desai dan Tehnobog
Penyoenggaaan | 1-Jumih Peseria | 70 Orang | 70.000.00000
Pelshan langjemen
Kelembagaan
Koperas Pordok
Pesanten
Progam Perngian | 1-Prosenlase | 3095% [ 3%6.000.00000
Kualtas Koperasi AT
Kelembagaan
Koperas
T Joman Pewr | 20 Jumh | 560000000 Program Pendaian | Jumieh Penddin
Peser RUSAY dan athen dan Lathen Seingtatn emhanen
SosialsasiPrinsp- PEMERINTAH | Program Pencidian o § §
Prinsp Pemataman BDANG dan Lalhan Yang gl soy, | Koperasiyang | Koperasiyang | g3 peras | Perkoperesin Seren | dumh Koperasi | 30Koperesi | 274,149,000
Perkcperasian KOPERASIDAN | Perkcperasan | Felthan Dibanding ey Wi Kapastas can Kompelensi
Kore Jumih Koperas Keanggotannya | Keanggotennya Sohikopees
Kabupatentkota__| Kabupateniota
T o Pewr | 50 Jumah [ 120000000 Progra Pendidfan | Jumizh Pendidin
Peser RUSN dan athan dan Lathan Peringlatan dan
meharman
Peningkatan SOM PEMERINTAH | Program Pencidian o § §
Pengolola Koperasi BDANG dan Lalhan Yang gl soy, | Koperasiyeng | Koperasiyang | g e | Pengentatuan, Jumih operasi | 30 Koperasi 000
Pelahan Dban Wiayah Wiayah Perkcperasian Sera
DanAngeotana KOPERASIDAN | Pericperasian g v v o
et Jumih Koperas Keanggotannya | Keanggotennya Kapastas can Kompelensi
SOM Koperas
Kabupatenota _| Kabugatenota
T o Keperas | 70 Jumh | 700000000 umla
o Pemerisaandan | MR Pemerisaandan
URUSIN Koperasi Keperasi | o900 Pengawasen Keluatan, Koperasi, Koperasi | Jumiah keperasi Pengawasan Kekuatan,
Pombiaan, oA | Progam Persentase SimpanPamnt | S0P Kb, Keschatan, Kemenciren, PROGRAM persentase Smpan Prjamnit | yang patu Kesehaan, Kemanciren,
Pongavasan, A Pengavasan dan | Pengavasan Dan s | SipanPigm | SOERAMUN | | Keargauten s [ Jamiahkoparasi | 72 Keperasi 7196600000 PENGANASHN DAY [ Forsiese 4no | SoanPinam | ertacep sskcponsi | Keauten, s Jomiah kporasyangdanasi | 728 17595700000
Porhargaan Koperasi RorERag DAy | Pemerisaan Pemersazn Terbadap Koperasiyang [ ereer PR Auniabitas Koperasi | AKiT Al EMERIKSAN o Koperasiyang | perauran Aaniabiltas Koperasi Al
Berprestsi ORM KSPIUSP Koperasi wilayah iy an KOPERASI P layat perndang: enenangan
e DA, KabupatenKota Keanggotaannya | undengan KabupatenKota
sy | aroma o
KabupatenKola Kabupeten' Kol
Kabupatenkola
T Joman Koporas | 1 Koperasi | 10.00000,00 miah
pemakendin | B
URUSHN Koparsi Ko | N g Pemerisaan Kepatuhan
Progan Persentase Simpan PrjamUnit 3
PEERINTAH Smpan PrjamUnit Koperas terhaap
Pembiaandan Pengavasan dan en Sinpan Pirjam Jumiah Koperasi | 72 Keperas
Pengavasan g oay | Pemeisaan Pemerksazn Terbadap S | Kopoasiyang | pmeenPiEm | G3Koperes | Boraurn Perntens | g ks | At 104000
Koperas KSPIUSP Koperas wiayah Gporasiyang indangen Kowenangan
URM lesragioana | o KabupatenKola
canggptaannya
g [
i KabupatenKota
Porlaan Jumlh Poridan
s s S | sl
PEMERINTAR | Progm Penlaan | Yang Dinai Tnglat Koponsvarg | Koperasvarg Kesehatan KSPIUS 35 Koporasi
BDAG Kosehatan KSPIUSP | Kosehatannya B 63 Koporasi Jumlah Koperas 1514800000
fayah Wiayah operas Keverangan Al
KOPERASIDAN [ Koperas Dibandng KSAUSP Keanggotaanya | Keanggoteanya KabupatenKola
oporasi
dalam 1 (satu) [ calam 1 (sats)
Daerah Daereh
Kabupatenkota _| Kabupatenota
T Joman pesre | 700mng | 120000000 Pomberayaan
Persentase Koperasi Jamih Peringhatan Produkivias,
Yang Diberkan Akses Pemberdayaan don Niai Tamb, Akses
Pomberdayaan dan RS [Progem mbiyzan, Perind Fenberdoyeandan Pasar,
peningtatan peran o Pembercayazndan | Pemasaran, Sistem s | Kovorasiyang | e Sakepornsi | PeToBEn Pontan [ 1379950000
Detopiia Kabipaten PR oAy | Perindungan Binis, Pendampingan Keanggotaanya | K2PT2S Y Kelembagaan, Penataan
Pangandaran UKM Koperasi DanKemiraan Galam Daereh il Manajemen Standarisasi
Oibanding Jumlah Kabugatenkota | S2mbaeed danResrukirses Useha
Koperasi e Koperasi Kewerangen
ns
S26E60000000
Perdagangan
Progam Poserse | 55% HTHO000
Perindungan peningan pelaku
Konsumen dan | usaha yang erto
Pengamaran iaga
Pordagangan
Koordnasi T o Kah 7000000
Peningkatan oordiasi
Hubungan Kera
Dengan Lenbaga
Perindungan
nsumen
ngava an Jasayang engendalan ok Brarg Kebutuhan | Jumiah Kegaten aran o | Hare,can St uhan aarg aarg Kebuhan
Peredaran Barang | diawasi BIDANG HARGABARANG [ Peringtean sebltas 6% | Hergadan Sok | Hargagan Sk 3Kl Pokok gan Berang Pentin’ | Penganasen 4 Kegatan 174219280 BARMNG Kebuthan pokok| 71% | Bereng Kebuthen | Pokok den Polok | Pokokcan Barang Pening | PEmTen Hargzdan Sok | 5 Kegan 13240179100
dan asa peredaramya PERDAGANGAN _| KEBUTUHAN a1 sesal areng Febuhen Pada Pasar Rakyat yarg KEBUTUH#N POKOK | dan terang Barang Penting pada Paser Rakyat yang | 847209 Meouhan Pokokdan
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RENSTRA PD INPUT SIMRAL

RKPD INPUT SIPD

PPAS/RAPBD INPUT SIPD

Ll — P v | e vomzen | 1 o | e o oo
INDIKATOR | TARGET | ANGGARAN | BIDANGURUSAN [  PROGRAM INDIKATOR | KEGIATAN INDIKATOR | SUBKEGATAN ANGGARAN | BIDANGURUSAN |  PROGRAM INDIKATOR | KEGWTAN INDKATOR | SUBKEGATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN ANGGARAN
BIDANG KEGITAN PROGRAM ralies KEGATAN | ooaTox KEGIATAN suB PROGRAM | bt o KEGRTAN | NotToR suB
URUSAN KEGATAN KEGATAN
PORCK DA DANEARAN PTG Yy PG d T | yang Tvendal
BARANG PENTING Peniing Peniing PENTING harganya sabi Pasar Infor gangan | Ralyalyang Tenlegrasi
Kebupatenkola | solnya
T Jomah patel | 15000 Pakel | 60.0000%0,00 Pongendatan | Jumiah Barang
yang disediaan RUsN S pengancaian | S0 L Pelssanazn Operas O [icioionet Harga, danStok | Kebuthan Pelaksanaan Operasi
Operas Pasr e RN | G | persntase Horgadan Sok | Fergendalen Pasareguler donPasar | StaeLe i o— Bareng Kebuthan Pasar ReguerGan Pasar | Jumlah Polaksanaan Operas
per Peninghatan slbitas 55% | Barang Kebuhan | H: kel | Khusus g Bercampak Y9 | so00Paket 49.18.300.00 s 5% Pokok cn Bararg | BaragPening | 3Kal | Khusus yarg Berdampek | Pasar Reguerden Pasar 1 Kegiaen 25000000
(oPYy) BDANG EBUTLHAN Bereng Kebuuhan dsedilan KEBUTUHAN POKCK | dan erang
e PO | harga sesval HET Polok dan Barang | E210 Kbl Dalam 1 (Sat) KT an berang Peniingdi gl | yang tekendal dalam 1 (sat) Khusus yang Berdampak
K AN NG Peniing 5 9 KabupetenKola penting yang Pasar harga dan KabupatenKota
entng PENTING harganya sabi o eniols |
T o T okumen | 350000000 PROGRAN o
L Pengavasan Pupuk
PendataanDn [ Pekemen RSN | e G | Persentase danPostisca | Fenganesn Pk Penganasen Penyaluan
perinaun g eV HIRGABIRANG | o saitas son|arapaoa [ Gnfesises e smnooumen [svoumen | rosss00
BB Den Pupul) PERDAGANGAN | POKOK DAN harga sestai HET rogabeear, | TngatDasnn dan Pestiida Bersubsi
BARANG PENTING KebupelenKola
T Jomh pessrl | 0Peseia | 2550000000 o p— Jumleh
yang mengiul URUSAN Pelaksanaan
Penddian ban PEMERINTAHAN [ STANDARDISAS! | perceniase 1| eroee g2l | eroo Loga skai | Pergavespenuan [ menurreyang [ oo ——
BDANG peninghtan rtb Uk - Berupa Tera, Tera MerobgiLegel Gawasi g
Kemeroigan PERLNDUNGAN Ulang,dan
PERDAGANGAN o lang, dr
Penganasen
Pendanpingan STANDARDISAS! | pe WetologiLegal " Pelaksanazn elrologi STANDARDISAS| | Persentase MerobogiLegal, [ meh Pelaksanan Metolog e eroos
TeralTera Uang sera PEMERNTAMAN | AN Perselass b uar % | BerpaTera Tera | HEORULe08 | i | Legal BempaTera, e | XTSI 1ggpuny o peningictan 51.28% | Benwa T, Tera | 20920492 | 2000unit | Legal BeupaTera Tera | (27l easananeroos | 40 kgiaan 7974500000
ergovssn B B+ [PERunouon [ e Ui | Brearer Uing E TRV [ Ua oo uhg e, i T Usng
Pengavasan bang, Penganasen
engazsan
T Joman Thokumen | 150000000 Werjamin Jumiah
Pt PENERINTAHAN | HARGABARANG | Persentase 550 | Porrser et | Berneetuwtn | t08ahan | Barng Kebubran Polok 2dokumen 1356490000
BDANG EBUTLHAN Polak !
Swalayan PERDAGANGAN | POKOK DA habup b
y inghet Agen cen Pasar
oA TG Dsrhiaupabr | Dataaupaer! Je
Peninghatan T Joman peserB | 5000arg [ 150000000
Pemahaman Tertang | ¥2ng mengiutl
Cuai logal
Fasitas T Jomn Kah 0000
nyolsai pemasalatan yong
pemasabtars dislsaikan
pemasaltan
pengacuan konsimen
T Rosorase | 19% TET000
Progran Peningiaan L
donPargonbngan | Penngan
Ekspor spore
T Joman Frodk | 7Proak | 80000000 o
yang dromoskan PROGRAM Pelaksanazn Pelaksanazn
Flia PENGGUNMN | Jumih esitas amasa Promoel, Pelasanazn fromosi
PramosiProduk PEMERINTAHAN Pemasaran den Pengunaan Produk | Juml procuk yang
Produk Unggun BDANG ROkl [ aeranperasaren 24| Peninghaen Peringhatan 2Kal | Oclam NegeriDiTngkat | dpromoskan | /oK 10002000
PERDAGANGAN | \ece P ProgkDam | Pengaun Kabupaten/Kota
Prodk Dalam
Neger
eger
T Joman pesrB | 30 Gang | 753000000 P— et —
PROGRAM Promosi,
Penggunaan Produk BIDANG. PRODUKDAAM . | ok ™ i Peningkan Procuk Dalam Negeri i e " .
Dalam Nogeri PERDAGANGAN [ FROCK! s nggunzan TinglatKabupatenkota
s o0 Doam
T Joman Pewr | 0Pesota | 50000000 Penyelerggaraan | Penyeler
Pramosidan'iisi | Pramosidan i
URUSAN Eagi agang Bagi Pembiazn dan
PROGRAM Persentase
SosilsasiStandar PEMERINTAHAN Prodk Ekspor | Produk Ekspor Pengenbangan Uscha
Mt Produ (SN) BDAG PENGEBANGAN | Pringatan ekpor % { Unggulen eng | Ungguien yeng 2Kal | prog Eispor Unggan | N Pesera [ 10000reng 400.647.000.00
PERDAGANGAN Tdepat Poca 1 | Terdepat Pada KabupatenKola
(Saw) Daeran | (Sat) Daeron
Kabupatenkola | KabupatenKota
Progan Panbinaan | - Juman PKLdan | 2700 90000000
Peﬂwwmz Pedagagw\wwan Pedagang
dan Aeangan yang b
[ S PROGRAM Pembirazn Jumih Pembiaan e fenbiean Juma
B (%4 A | PENNGKATAN | Persentase Sarana {ertoda: ponge | lrtadap pengooa B e ool | Jumih Poc oy | srema osius PongeldaSarana [ P08 PO G | duman pengdo saana
it Distribusi yang. 195, | Saréa dstibusi - sarara distrius! 2Kali engendalian Pengelola - { JumlaltFEdang | 2500 pedagang 89.787.000,00 | PERDAGANGAN erdagang: 17,86% | Distrbusi sarara ISV | 75 0mang | gonoenalan PengeloR | gtriusi perdagangan yang [ 2500 Pedagang 24.380.000,00
agangan Pedagang BDAG st Pt W SeranaDisirousi Yang dbira SARMNADISTRBUS | Peeegngen o | percgEgm SeranaDisrousi detribust perdagangan)
Kakiima dan Asongan PERDAGANGAN | pra e Noan g m‘asya’:a:at di m‘asya':a:al di Perdagangan PERDAGANGAN T evttansi Masﬁgﬁkg‘ ] gng n‘:mngka Perdagangan
wiayah kecanya | wiayeh keanya pastasnya
rogam Pengran | Lo | 2602 | 400000000000
dan Pongembangan | F252r 00
T dumh Pasr | 30N TE0R0000000 o
URUSAN PROCRAMTAN. | persetase srana Pembangunandan | Pembangunan dan ROGRAM Jisiaiein Pomtenquandan [ 4" s Jumiah Dokumen Perencanaan
PEMERINTAHAN PENNGKATA Pengelokan Penyedan Sarana nquanReviaksasi
Reviaisas Pasar o E. Dstbusng 100 | pOEhE ke U [ e an | i huren | 5 dolumen 123470000000 | PERDAGANGAN | St oKt | percagengen 1750%| Srmabeeus [P 2t [ e | S berbusedgngan |8 0kmen 140000000000
PERDAGANGAN revtalisasidibangun Perdaganganyang PERDAGANGAN | ¥2nd dbangw g yang dbangun ing diuiat
PERDAGANGAN ot dan Crevialsasi dan crevialsasi
T Jomn Thokumen | 100000000 Jumlah
L PROGRAM
el Gl [ Gl il IR s (S [vanan | s rrmronen | e ptemsems w
BIDANG DISTREUS! ot abargn * | pistibusi Distribusi SARANADISTRBUS Sarana Disrbusi Distribusi Percagangan !
PERDAGANGAN [ DISTREUS ! Pertagangan | Percaganganyang PERDAGANGAN Perdagengan
dbangunfevt
T Jomn Zackumen | 2000000000 PROGRAN Pembangunandan
PenyusuranDED | Dokumen PENNGKATA Pengeloken Penyedean Sarana
Pasar PERDAGANGAN | 5oRaNADISTRBUSI Sarana Disriousi Distribusi Percagangan 0%
PERDAGANGAN
isd
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RENSTRA PD INPUT SIMRAL RKPD INPUT SIPD PPAS/RAPBD INPUT SIPD

PERANGKAT TARGET TARGET T TARGET TARGET R
DAERAH! PROGRAMI INDKATOR | TARGET | ANGGARAN | BIDANGURUSAN |  PROGRAM INDIKATOR INDKATOR | KEGIATAN IWDKATOR | moKaTor |  suskecaran | NOKATORSUB | INDKATOR | s\goaman | BioaNGURUSAN | PROGRAM INDKATOR | momator | kecwtan | WOKATR | wokator | suskeswtan | mowaTorsus kegiatan | NOKATOR | ayoaray
BIDANG KEGATAN PROGRAM PRORa KEGATAN | EoaToR KEGATAN suB PROGRAM | poreati KEGWTAN | ‘keeaten suB
URUSAN KEGATAN KEGATAN
T Jumiah Zokmen | 10000000000 PROGRAN Parmbanginandan
PenyusuranUKL [ Doumen PENNGKATAN Pengeloan Penyedzan Sarana
UPL Pasar PERDAGANGAN | ShRANADISTREUS! SaranaDistibusi DisibusiParcagangan 000
PERDAGANGAN Perdagangan
T Jumiah Zokmen | 10000000000 PROGRAM Pembangunandan
Penyusuran Ardal [ Dokumen PENNGKATAN Pengeloan Penyedzan Sarana
Lain PERDAGANGAN | SARANADISTREUS! SaranaDistibusi DsibusiPacagangan 000
PERDAGANGAN Percagangan
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